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ABSTRACT

DIGITAL LEADERSHIP DURING THE COVID-19 PANDEMIC
(STUDY ON MUSRENBANG BANDAR LAMPUNG CITY)

By

Meika Permata Sari

The use of technology in the current digitalization era, if not utilized as much as
possible, there will be no change to the organization or personal than planners and
policy implementers. To minimize the worsening condition of the COVID-19
outbreak, the implementation of musrenbang requires coordination in making good
decisions in order to achieve the desired goals. This study aims to analyze the
application and find out the supporting and weakening factors of Digital
Leadership during the COVID-19 Pandemic Study in Musrenbang Bandar
Lampung City. This research is qualitative with a case study research type. The
results of the study show that Digital Leadership can be applied in the
implementation of Musrenbang during the COVID-19 Pandemic, which can be seen
in: @) Communication and coordination by the Bandar Lampung City Government
as an effort to support digital transformation; b) The efforts of the Bandar Lampung
City Government in coaching, coordinating, and involving stakeholders in order to
mobilize digital transformation; c¢) There is an encouragement from the Bandar
Lampung City Government in changing the current mindset and work culture to
stakeholders, to cultivate the use of digital technology; and d) The initiative of the
Bandar Lampung City Government in taking a policy on the use of the SIPD
Application in the Implementation of the Bandar Lampung City Musrenbang to
realize Data-driven Polici Making. The factors supporting the implementation of
Digital Leadership include: a) Involvement of the Bandar Lampung City
Government; b) Stakeholder Engagement; ¢c) Community Participation; and d) The
occurrence of KLB as a trigger. Furthermore, factors that weaken the application
of Digital Leadership include: a) HR capacity; b) Limited Budget; and c)
Infrastructure that has not been supported.

Keyword: Digital Leadership, Musrenbang, Regional Development



ABSTRAK

DIGITAL LEADERSHIP DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI PADA MUSRENBANG KOTA BANDAR LAMPUNG)

oleh

Meika Permata Sari

Pemanfaatan teknologi pada era digitalisasi saat ini, jika tidak dimanfaatkan dengan
semaksimal mungkin maka tidak akan ada perubahan terhadap organisasi maupun
pada personal dari pada perencana dan pelaksana kebijakan. Untuk meminimalisir
kondisi yang semakin buruk dari wabah COVID-19, pelaksanaan musrenbang
memerlukan koordinasi dalam pengambilan keputusan yang baik dalam rangka
mencapai tujuan yang dikehendaki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa
penerapan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat Digital Leadership
di Masa Pandemi COVID-19 Studi pada Musrenbang Kota Bandar Lampung.
Penelitian ini kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Hasil penelitian
menunjukkan Digital Leadership dapat diterapkan dalam pelaksanaan Musrenbang
di Masa Pandemi COVID-19, yang dapat dilihat pada: a) Adanya komunikasi dan
koordinasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai upaya mendukung
transformasi digital; b) Adanya usaha Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
melakukan pembinaan, koordinasi, dan pelibatan para Stakeholder dalam rangka
melakukan mobilisasi transformasi digital; ¢) Adanya dorongan Pemerintah Kota
Bandar Lampung dalam merubah pola pikir dan budaya kerja yang ada saat ini
kepada para stakeholder untuk membudayakan penggunaan teknologi digital; dan
d) Adanya inisiatif Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengambil kebijakan
penggunaan Aplikasi SIPD dalam Pelaksanaan Musrenbang Kota Bandar Lampung
guna mewujudkan Data-driven Polici Making. Adapun faktor pendukung
penerapan Digital Leadership antara lain: a) Keterlibatan Pemerintah Kota Bandar
Lampung; b) Keterlibatan Stakeholder; c) Partisipasi Masyarakat; dan d)
Terjadinya KLB sebagai pemicu. Selanjutnya, faktor yang melemahkan penerapan
Digital Leadership antara lain: a) Kapasitas SDM; b) Terbatasnya Anggaran; dan
¢) Sarana Prasarana yang belum mendukung.

Kata Kunci: Digital Leadership, Musrenbang, Pembangunan Daerah
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A. Latar Belakang

Sejak pertama kali di deteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31
Desember 2019 dan ditetapkan sebagai Pandemi oleh World Health Organization
(WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 yang lalu, Coronavirus Disease (COVID-19)
telah mendatangkan malapetaka dalam kehidupan yang modern, mulai dari sektor
ekonomi, sektor sosial, aspek kesehatan, sektor pendidikan, dan aspek pelayanan
publik pun tidak terkecuali. Dampaknya mengharuskan setiap kehidupan untuk
beradaptasi dengan melalukan interaksi secara daring dan online. Fenomena
COVID-19 menjadi titik balik untuk melakukan penataan dan penciptaan kembali
(Harris, 2020, p. 322). Rekonstruksi tergantung pada keputusan yang dibuat oleh
pemimpin (K. M et al., 2020, p. 385).

Penyebaran COVID-19 yang sangat mudah, mendorong pemangku kepentingan
hingga pemerintah menerapkan mekanisme pembatasan jarak atau populer dengan
istilah social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran. Mekanisme
pembatasan jarak atau social distancing yang diterapkan secara masif oleh
pemerintah pada suatu wilayah atau bahkan negara dilaksanakan dengan berbagai
metode, mulai dari lockdown secara penuh hingga metode Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dipilih oleh pemerintah Indonesia, dalam
konteks penanggulangan krisis (crisis management) maka faktor kepemimpinan
(leadership) memegang peranan yang sangat krusial. Kepemimpinan pada
tingkatan senior dari organisasi publik merupakan kunci utama pada saat sebelum,
ketika dan setelah terjadinya krisis. Kualitas pemimpin (leader) dapat menentukan

durasi, tingkat keparahan maupun konsekuensi akhir dari adanya krisis tersebut.



Indonesia memiliki cita-cita luhur yang tercantum pada Pembukaan Undang
Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial, agar cita-cita luhur dapat terwujud
dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan. Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
mengamanatkan dalam pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan
kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai kesatuan dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di segala bidang kehidupan
berlandaskan riset dan inovasi nasional berpedoman pada nilai-nilai Pancasila serta
pasal 1 ayat (12) menyatakan Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna menjalankan aktifitas pembangunan daerah, Pemerintah Daerah harus
merumuskan rencana dan arah kebijakan terkait dengan rencana pembangunan
jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Sesuai dengan era
keterbukaan proses perencanaan pembangunan daerah juga tidak boleh untuk

mengabaikan suatu prinsip demokrasi.

Berdasarkan sistem klasik pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif,
untuk menggambarkan kematangan penuh dari proses demokrasi pada tingkat yang
sama (Nuzzaci et al., 2022, p. 151). Kepala Negara seharusnya bertindak sebagai
penengah dan menjamin keseimbangan antara parlemen dan pemerintah, di mana
pemerintah sebagai bagian yang efektif dari eksekutif berusaha menggunakan
pengaruhnya dengan mendominasi parlemen. Kepala Negara yang legitimasi
diperoleh langsung dari warga negara seharusnya menjadi lembaga untuk menjamin

stabilitas saat membangun demokrasi (Prawo, 2022, p. 348).



Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma
terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Upaya tersebut tidak terlepas dari
pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan
yang sedang berkembang sampai saat ini. Indonesia mengarah pada praktik
paradigma New Public Management ditunjukkan dengan upaya menciptakan
efektivitas, efisiensi dan pemerintahan yeng berorientasi pada hasil, serta New
Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di
luar pemerintah seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media massa, meskipun
demikian pada beberapa kondisi masih menerapkan praktik birokrasi weberian
khususnya dalam mengelola pelayanan bersifat strategis terkait kedaulatan negara.
Hasil yang diharapkan terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Guna menyesuaikan dinamika yang ada, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan klasterisasi/regrouping area
berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapannya tidak terjadi tumpang tindih
proses dan output dari masing-masing area. Area perubahan tersebut lebih
dipandang sebagai model yang pencapaiannya disesuaikan kondisi dan kapasitas

organisasi. Area perubahaan yang menjadi fokus pembangunan yaitu:

Gambar 1. Area Perubahan
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(Sumber: Bappeda Kota Bandar Lampung, Tahun 2022)



Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong supaya birokrasi mampu
menunjukkan performa/kinerjanya. Birokrasi juga harus lebih lincah, sederhana,
adaptif dan inovatif serta mampu bekerja secara efektif dan efisien. Penyusunan
strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi. Analisa
yang dilakukan harus mengarah kepada pendekatan holistik, komprehensif, dan
antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan yang

terjadi dilapangan.

Data pemerintah secara umum berupa data terbuka dan tersedia untuk umum.
Motivasi pembukaan data publik mendorong perekonomian harus memfasilitasi
inovasi produk digital baru (termasuk layanan digital), menciptakan lapangan kerja
baru, dan berkontribusi pada masyarakat (Natvig et al., 2021, p. 29). Penggunaan
data dalam pemerintahan dapat memungkinkan tata kelola antisipatif, penyampaian

kebijakan dan layanan (Oliveira et al., 2021, p. 60).

Dalam menggunakan sebuah teknologi untuk membantu aktifitas tentu perlu waktu
yang tepat sehingga menciptakan efek yang baik terhadap hasil yang akan
diperoleh. Praktek penggunaan teknologi sesungguhnya bisa dilihat dari
pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Sugiono et al., 2022, pp. 16-17). Penerapan tata
kelola yang baik dapat dilihat dari sejauh mana peran pengawas dalam
pengendalian manajemen. Tata kelola dapat berupa struktur atau lembaga sehingga
proses penerapan prinsip tata kelola yang baik menghasilkan kinerja yang sesuai
dengan harapan pemangku kepentingan (Suripto, 2021, p. 116).

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional yang dijabarkan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Dokumen.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
sebagai wujud nyata komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan
daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana
pembangunan tahunan daerah, wajib disusun oleh daerah sebagai landasan dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan
secara bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah.
Adapun lebih rinci dijelaskan antara hubungan dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu sebagai berikut:

Gambar 2. Hubungan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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(Sumber : Bappeda Kota Bandar Lampung, Tahun 2022)

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan tahunan dan menjadi acuan bagi seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal itu berarti,



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), yang selanjutnya KUA PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai
acuan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD).

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia termuat pada Undang Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mencakup landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan pemerintah pusat
maupun daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan
tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.
Urusan perencanaan pembangunan tingkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota

dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Dalam pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan, menyatakan bahwa Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) menyiapkan rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya setiap Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan bahan masukan untuk finalisasi/penetapan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota. Penyusunan dokumen rencana tahunan tersebut,
sebelum ditetapkan, dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah,
konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau biasa disebut

dengan Musrenbang.



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan wahana utama
konsultasi publik digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan
nasional dan daerah. Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku
kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan dilakukan secara berjenjang
melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari Musrenbang Kelurahan,
Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan
Musrenbang Kota jenjang berikutnya hasil Musrenbang Kota digunakan sebagai
masukan untuk Musrenbang Provinsi, Rakorpus (Rapat Koordinasi Pusat) dan

Musrenbang Nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Kota Bandar Lampung Nomor
900/53/1V.01/2022 tentang Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan
Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Peningkatan

kualitas pelaksanaan dan hasil Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung mulai dari tingkat

Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan

Musrenbang Kota, adapun pedoman penyelenggaraan Musrenbang yang dimaksud

dijabarkan sebagai berikut:

1)  Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar
pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung, menitikberatkan pembahasan
sinkronisasi program Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencapaian
tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

2)  Pelaksanaan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung diselenggarakan sesuai
jadwal. Lebih lanjut alur dalam proses penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kota Bandar Lampung dijabarkan

yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang dalam Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung
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Belanja pemerintah daerah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar
pengelolaan keuangan daerah dengan fungsi utama otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, dan distribusi. Semua pengeluaran pemerintah untuk
pembangunan daerah harus sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan
(Handayani & Badriah, 2022, p. 3). Keakuratan anggaran merupakan bagian
penting dari sektor publik, mengingat perencanaan anggaran yang baik memerlukan
prakiraan akurat untuk memenuhi janji pemerintah (Nascimento et al., 2022, p. 3).
Kapasitas administratif mengacu pada kemampuan aktor di ruang publik secara
efisien mengelola sumber daya manusia dan diperlukan untuk memberikan hasil
(Leonardo et al., 2022, p. 4).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu tahapan
yang penting dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
menyatakan bahwa terdapat beberapa Pendekatan Perencanaan Pembangunan
Daerah yaitu: 1) Politik; 2) Teknokratik; 3) Partisipatif; 4) Atas Bawah (Top Down)
dan Bawah Atas (Bottom Up).



Berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung Nomor:
800/946/1V.01/2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
2022. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandar
Lampung dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan
berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) supaya seluruh perangkat
daerah, Kelurahan dan Kecamatan dapat melaksanakan sebagaimana mestinya.
Perkembangan teknologi digital yang semakin hari semakin meningkat membuat
perubahan mendasar dan cukup drastis bagi kehidupan manusia dalam berbagai
aspek mulai dari aspek pendidikan, sosial, kesehatan dan lainnya. Proses digitalisasi
dimulai dari proses digitasi. Digitalisasi berasal dari bahasa Inggris digitizing
adalah proses konversi dari bentuk cetak, video atau audio menjadi bentul digital.
Aplikasi digital sudah mengubah semua sektor dengan menghadirkan model baru

berbasis layanan yang inovatif.

Perkembangan digitalisasi saat ini sudah berada pada tahap digitalisasi dengan
mudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan
hasil capaian yang telah terdigitasi selanjutnya transformasi digital dapat dilalui.
Implementasi berupa pemanfaatan Artifcial Intelegence (Al) dan Big Data untuk
percepatan perizinan dalam pengambilan keputusan (Tasza & Ismail, 2020, p. 24).
Pemimpin memegang peranan penting karena transformasi digital merupakan
transformasi organisasi yang efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan dalam
organisasi. Organisasi pemerintah sering memberlakukan gaya kepemimpinan yang
belum tentu kondusif untuk mencapai budaya organisasi guna mendorong

pertumbuhan dan perkembangan aparatur (S & W, 2019, p. 40).

Tinjauan literatur kepemimpinan politik dan publik mengunggkapkan bahwa
harapan mengenai apa artinya memberlakukan kepemimpinan di bidang politik
telah beradaptasi dengan penekanan yang lebih besar ditempatkan pada pendekatan
kolektif sebagai sarana untuk mendamaikan masalah kepemimpinan dalam struktur
demokrasi (L.-M. J & Jones, 2018, p. 470). Lingkup yang lebih besar lagi tentang

literatur kepemimpinan yang menyelidiki berbagai jenis perilaku kepemimpinan
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dimaksudkan untuk memotivasi pegawai dan meningkatkan pencapaian tujuan
(Liu, 2019, p. 70), terdapat kecenderungan yang tidak menguntungkan untuk
mereduksi studi kepemimpinan politik menjadi studi tentang pemimpin individu

dan kepribadian mereka yang kurang lebih karismatik (T. J et al., 2019, p. 30).

Hubungan antara peran dan kepentingan stakeholder di era digital, ada pergesaran
data korelasi antara peran dan kepentingan, seperti terlihat pada posisi pendamping
desa, memiliki peran yang sangat tinggi dengan kepentingan yang tidak melebihi
perannya. Sementara posisi yang seimbang adalah media, ada hubungan
keseimbangan antara peran dan kepentingan, namun dari sisi pengaruh, telah
diungkapkan bahwa pengaruhnya sangat besar dalam perencanaan pembangunan di
era digital (Yulianto; et al., 2019, p. 10).

Dinamika proses perencanaan lebih fleksibel dengan peranan media dan
kecanggihan teknologi. Di era digital, informasi dalam proses perencanaan
pembangunan desa khususnya desa desa di Kecamatan Kotaagung Kab.
Tanggamus sangat cepat. Hal ini memangkas birokrasi dan stagnansi tahapan
perencanaan. Dalam musyawarah desa, undangan musyawarah disampaikan secara
tertulis, akan tetapi proses ini hanya memenuhi urusan administrasi pengarsipan
saja, undangan secara massif disampaikan melalui gawai para stakeholder yang
dirasa penting untuk dihadirkan dalam rangka menentukan prioritas pembangunan.
Sementara itu stakeholder dan media dalam perencanaan pembangunan desa sangat
berdinamika, hal ini dapat dilihat dari pergerakan kepentingan serta korelasi peran,
kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan
desa. Dengan demikian stakeholder adalah subjek utama dalam perencanaan

pembangunan desa di era digital saat ini (Yulianto; et al., 2019, p. 11).

Telah terjadi perubahan yang signifikan pada variabel ketepatan waktu setelah
adanya penerapan e-gov jika dibandingkan dengan sebelum penerapan e-gov.
Berdasarkan hasil penelitian, positif diantaranya dengan meningkatnya kecepatan

dan ketepatan waktu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur, meningkatnya

tingkat kehadiran, tercapainya hasil pekerjaan secara lebih efektif dan efisien, dan
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hal-hal lain yang terkait dengan ketepatan waktu. Berarti telah terjadi perbedaan
yang signifikan antara ketepatan waktu sebelum e-gov dengan ketepatan waktu
sesudah penerapan e-gov. Penggunaa aplikasi tentunya bertujuan untuk memangkas

birokrasi yang selama ini dianggap panjang (Handika et al., 2018, p. 41).

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital.
Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam
menjalankan proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik.

Pemanfaatan teknologi komunikasi informasi dalam segala kegiatan dan digitalisasi
gagasan mengubah persepsi tentang manajemen organisasi, proses pengendalian,
dan evaluasi kegiatan. E-government adalah penggunaan teknologi meningkatkan
akses dan pengiriman layanan pemerintah dalam memberikan manfaat bagi warga
negara dan sektor bisnis (Silock dalam R, Toleikiene & V, 2019, p. 125).

Perkembangan digitalisasi menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru
yang unik bagi sektor pemerintahan. Seiring dengan perkembangan teknologi, cara
kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga
mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet dapat
mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan
bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat.
Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas
menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pemerintah juga harus mampu menyesuaikan
diri dengan perkembangan zaman dengan melakukan transformasi digital yang

mulai diterapkan dalam menyelesaikan tugas yang dijalani.

Konsep e-leadership dalam organisasi publik dipengaruhi oleh gagasan digitalisasi
dan e-government, transformasi kepemimpinan dan proses manajemen, dan khusus
tingkat pemerintahan lokal di negara tertentu. Tantangan yang sangat besar untuk

dapat mengimplementasikan ide e-leadership di sektor pemerintahan pusat maupun
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daerah, disamping itu diperlukan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
Pemimpin harus melaksanakan otonomi daerah dan partisipasi masyarakat dalam
program pemerintah (R.H et al., 2020, p. 1040). Alasan pentingnya dilaksanakan
e-leadership karena merupakan bagian perubahan pola organisasi yang difasilitasi
oleh revolusi digital dengan munculnya tim, kerja jarak jauh, dan pola
kepemimpinan terdistribusi bergantung komunikasi elektronik yang harus dikelola
dan dikoordinasikan oleh pemimpin (M, Van Wart et al., 2019, p. 90).

Pembahasan mengenai kepemimpinan digital telah mendapat perhatian dari peneliti
yang terus meningkat disebabkan digitalisasi menuntut adanya perombakan
mendasar keterampilan dalam pekerjaan. Konsekuensinya banyak pekerjaan hilang
dan digantikan pekerjaan lainnya (Mengko & Fitri, 2020). Pemimpin di dalam
tercapainya tujuan serta visi sangat diperlukan, motivasi dalam mengalokasikan
sumber daya yang berkompeten dalam proses koordinasi terhadap perubahan
(Muallidin, 2016). Perubahan menyelesaikan pengguna lingkungan organisasi

publik terhadap perkembangan yang terjadi sekarang (Fatah & Yuni, 2020).

Kepemimpinan digital intinya kajian individu dengan kemampuan fisik berupa
karakteristik secara kedudukan dan mental sehingga dapat dipandang oleh individu
lainnya sebagai akibat individu tersebut bisa mempengaruhi individu lain yang
berada pada kelompok tersebut untuk bertindak ke arah pencapaian tujuan terakhir
(U. B. Wibowo, 2011). Digital leadership adalah gaya kepemimpinan yang
mengikuti keadaan menggunakan pesatnya perkembangan teknologi. Kemampuan
untuk mengarahkan, memimpin dan mengevaluasi proses transformasi digital
berfokus pada inovasi untuk mendayagunakan nilai tambah yang dimiliki (Birgit &
Alptekin dalam Wahyuni, 2022).

Digitalisasi merupakan hal yang sangat diperhatikan pada sektor pemerintahan.
Kepemimpinan digital atau digital leadership dibutuhkan pada proses transformasi
digital yang tengah berjalan guna mengawasi perubahan dan pemanfaatan teknologi
di berbagai sektor termasuk pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahto Kumolo melakukan
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transformasi teknologi dengan cara seorang digital leader wajib bisa memakai aset
digital guna membuat keputusan yang cepat serta sempurna. Digital leader harus
mampu berinovasi serta kolaborasi menggunakan unsur organisasi atau stakeholder
lainnya guna menemukan solusi (PANRB, 2021). Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) merupakan agenda tahunan dilaksanakan sebagai
wadah bagi warga untuk bertemu dan mendiskusikan masalah yang hadapi dan
memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek, setelah prioritas tersusun
kemudian diusulkan kepada pemerintah level lebih tinggi melalui Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung.
Usulan masyarakat dikategorisasikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran,
hal ini sebagai proses pembangunan yang partisipatif bagi masyarakat untuk

menyuarakan kebutuhan mereka pada pemerintah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung dalam
melaksanakan Musrenbang dengan tujuan pencapaian pembangunan daerah yang
dimulai dari tingkatan Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi sampai ke tingkat
Dewan. COVID-19 yang sedang mewabah mengakibatkan pembatasan sosial
berskala besar sehingga meluasnya Flexible Work Arragement atau Work From
Home (WFH). Virtual tema work yang muncul membutuhkan digital leadership
dan berdampak pada pelaksanaan musrenbang di Kota Bandar Lampung, awal
COVID-19 Tahun 2022 yang dilaksanakan secara daring/online. Perubahan yang
dilaksanakan sebagai bentuk upaya dukungan terhadap pemerintah menghindari
penyebaran COVID-19. Musrenbang dilaksanakan menggunakan aplikasi zoom.
Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung
melaksanakan inovasi dari Kemendagri berupa sistem penganggaran daerah
melalui aplikasi E-Planning untuk menjamin keberlangsungan data yang
dikirimkan atas dampak COVID-19 yang sedang melanda. Aplikasi ini berfungsi
untuk menginput semua data usulan pembangunan daerah se-Kota Bandar
Lampung, namun aplikasi ini hanya bertahan selama 1 (satu) tahun dan akhirnya
adanya pembaharuan kembali terhadap aplikasi E-Planning. Aplikasi tersebut
dirubah sepenuhnya menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Bandar

Lampung (SIPD), Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
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(SIPD) ini memiliki kesamaan dengan aplikasi E-Planning namun pada aplikasi
Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung (SIPD) adanya
penambahan kolom seperti lebih mengarahkan program/kegiatan apa yang
diusulkan, tahun anggaran yang dilaksanakan hingga siapa saja yang melakukan
pengusulan tersebut. Tujuan dari pembaharuan aplikasi tersebut adalah sebagai

upaya untuk kelengkapan data usulan anggaran supaya lebih akurat.

Pentingnya kepemimpinan sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Seiring
berjalannya waktu kepemimpinan menjadi perhatian karena pasti ada keterbatasan
dan kelebihan dimiliki setiap manusia. Manusia memiliki kemampuan terbatas, di
sisi lain ada yang memiliki kemampuan meningkat oleh karena itu perlu adanya
pemimpin dan kepemimpinan. Proses kepemimpinan terjadi kapan serta dimana
saja selama seseorang mau berusaha mempengaruhi perilaku orang lain.
Kepemimpinan dapat terjadi untuk mencapai tujuan. Pemimpin hadir di semua

organisasi dari yang terkecil hingga terbesar.

Kepemimpinan ialah proses untuk mampu memimpin dan melaksanakan sebuah
nilai. Kepemimpinan tidak hanya otoritas. Posisi dalam otoritas dapat mendorong
proses kepemimpinan namun memiliki posisi di anggap kurang menyadari
seseorang menjadi pemimpin (Syarifudin, 2020). Peranan ke dalam kepemimpinan
organisasi sangat penting sebab komitmen pemimpin menjadi tombak keberhasilan
organisasi (Ghufron, 2020, p. 75).

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Nomor: 36/SOP/IV/01/2022 tentang
Monitoring, Evaluasi dokumen Bappeda Kota Bandar Lampung, Standar
Operasional Prosedur Nomor: 40/SOP/1VV/01/2022 tentang Asistensi Dokumen
Bappeda Kota Bandar Lampung, Standar Operasional Prosedur Nomor:
41/SOP/1V/01/2022 tentang Koordinasi Dokumen Bappeda Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan perubahan sistem musrenbang yang dialinhkan sepenuhnya dalam
bentuk digital berupa penggunaan aplikasi zoom dalam diskusi dan penggunaan
aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kota Bandar Lampung dalam

hal perapihan data usulan pembangunan daerah dari masyarakat, Kepala Badan
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Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung sebagai
pemimpin untuk pencapaian tujuan harus siap dalam menggunakan tools digital
guna keberhasilan program dalam menunjang keberlangsungan pelaksanaan
musrenbang secara daring dan harus dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang handal terutama Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung. Jumlah data

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimaksudkan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah ASN di Bappeda Kota Bandar Lampung

No Jenis Kelamin Jumlah

| ] 1l

1 | Perempuan 39

2 | Laki-Laki 39
Jumlah 78

(Sumber: Bappeda Kota Bandar Lampung, Tahun 2022)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas jumlah kaum laki-laki seimbang dengan
jumlah kaum wanita dan berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) pegawai. Pelaksanaan
musrenbang berbasis digitalisasi sangat dibutuhkan dengan tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) yang handal maupun berkompeten yang dapat bersaing di
era teknologi. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang
menyangkut perubahan dalam struktur, sistem sosial, ekonomi dan sikap
masyarakat. Pembangunan dilaksanakan melalui proses perencanaan kegiatan yang
dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan
efisien untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat
diperlukan koordinasi untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai

urusan dan tugas yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Guna menunjang pelaksanaan musrenbang Kota Bandar Lampung di dukung
dengan sarana dan prasarana yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kota Bandar Lampung. Sarana dan Prasarana dimaksud dijabarkan:



Tabel 2. Sarana dan Prasarana di Bappeda Kota Bandar Lampung

No Nama Barang
I 1

1 Laptop

2 Komputer

3 Jaringan Listrik

4 Mesin Absen Pegawai
5 LCD

6 Meja

7 Kursi

8 Jam Dinding

9 Layar Infokus

10 Lemari Besi

11 Printer

(Sumber: Bappeda Kota Bandar Lampung, Tahun 2022)
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Tabel diatas menjelaskan sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung. Sarana dan prasarana

harus ditunjang secara mumpumi untuk melaksanakan digitalisasi musrenbang di

masa pandemi COVID-19. Perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif

dapat memperkuat keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan

pelayanan publik, disinilah arti penting dari musrenbang, seberapa besar dampak,

nilai dan manfaat perencanaan tersebut bagi masyarakat. Rangkaian proses

musrenbang merupakan komitmen untuk menciptakan keselarasan pandangan dan

harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan,

program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih

lanjut hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan musrenbang sebagai berikut:

=z
o

e
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Tabel 3. Jumlah Luas Wilayah Kota Bandar Lampung

KECAMATAN

Teluk Betung Barat
Teluk Betung Timur
Teluk Betung Selatan
Bumi Waras

Panjang

Tanjung Karang Timur
Kedamaian

Teluk Betung Utara
Tanjung Karang Pusat
Enggal

Tanjung Karang Barat

LUAS WILAYAH (Km?)
1T
11,02
14,83
3,79
3,75
15,75
2,03
8,21
4,33
4,05
3,49
14,99
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NO KECAMATAN LUAS WILAYAH (Km?)
| 1 111
12 Kemiling 24,24
13 Langkapura 6,12
14 Kedaton 4,97
15 Rajabasa 13,53
16 Tanjung Seneng 10,63
17 Labuhan Ratu 7,97
18 Sukarame 14,75
19 Sukabumi 23,60
20 Way Halim 5,35
Jumlah 197,22

(Sumber: Bappeda Kota Bandar Lampung, Tahun 2022)

Data tersebut menjelaskan luas wilayah Kota Bandar Lampung di lihat dari
Kecamatan. Jumlah luas wilayah Kota Bandar Lampung sebesar 197,22 km?2.
Jumlah Kecamatan sebesar 20 (dua puluh) dengan luas wilayah per Kecamatan
yang berbeda-beda. Guna mengetahui lebih rinci, peneliti menyajikan data jumlah

penduduk di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Gambar 4. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung dari Tahun 2016-2022

2020

2019

2018

2017

2016

(Sumber: Bappeda Kota Bandar Lampung, Tahun 2022)

Data tersebut menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan
peningkatan angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah administratif Kota
Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah
penduduk di Kota Bandar Lampung serta perpindahan penduduk antar wilayah di
dalam Kota Bandar Lampung maupun luar Kota Bandar Lampung yang masuk ke

Kota Bandar Lampung.
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Permasalahan utama yang dihadapi kawasan perkotaan khususnya Bandar
Lampung yaitu masalah kemacetan, perkampungan kumuh, banjir dan penanganan
sampah. Pertumbuhan penduduk semakin tinggi ditambah dengan terus
bertambahnya kawasan pemukiman mengakibatkan munculnya berbagai
kompleksitas permasalahan yang sering dihadapi oleh setiap kawasan. Dampak dari
sini muncul ditemukan kendala dilapangan: 1) tumpang tindih verifikasi data
Kelurahan dengan anggota dewan; 2) usulan masih bersifat infrastruktur;

3) usulan tahun kemarin belum terealisasi.

Di samping itu dibutuhkan peningkatan pelayanan di dalam pemerintahan dalam ke
ramahtamahan serta meminta masyarakat untuk ikut andil dalam menciptakan
wajah Kota Bandar Lampung yang ramah sebagai bahan prioritas pembangunan
tahun 2023: 1) meningkatkan kualitas SDM; 2) infrastruktur perkotaan berkualitas;
3) mempercepat pemulihan ekonomi dan; 4) meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan inovasi daerah memanfaatkan teknologi digital, sistem informasi daerah.
Perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 merupakan
pelaksanaan tahun Kedua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 mempedomani Peraturan Daerah Kota
Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJIMD) Tahun 2021-2026.

Temuan di lapangan berupa model teoritis yang dihasilkan memberikan wawasan
tentang bagaimana individu bekerja secara aktif untuk memajukan alat dan proses
digital dalam pengalaman pemerintah dan terlibat dengan hambatan struktural dan
budaya untuk transformasi digital berupa: 1) transformasi kelompok kurangnya
keterampilan dan dukungan bersama dengan kompleksitas organisasi dan
kurangnya koordinasi sebagai hambatan struktural yang paling menonjol untuk
transformasi digital; 2) persepsi hambatan struktural dicirikan budaya birokrasi dan
ketakutan perubahan termasuk kendala hukum, kurangnya keuangan, kekurangan
personel dan keterampilan yang tersedia, dukungan politik dan manajemen yang

terbatas, kurangnya koordinasi; 3) transformasi digital adalah informasi tentang
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bagaimana mengelola hambatan struktural dan budaya dengan menyatakan
transformasi digital telah mengalami stagnasi karena tidak memiliki pengetahuan

yang diperlukan untuk mengganti sistem warisan dengan sistem terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi pada era digitalisasi saat ini, jika tidak dimanfaatkan dengan
semaksimal mungkin maka tidak akan ada perubahan terhadap organisasi maupun
pada personal dari pada perencana dan pelaksana kebijakan. Berdasarkan temuan
dilapangan tersebut untuk meminimalisir kondisi yang semakin buruk dimana dunia
saat ini masih dilanda wabah COVID-19 yang sangat dasyat, pelaksanaan
musrenbang diperlukan koordinasi dalam pengambilan keputusan yang baik dalam
rangka mencapai tujuan yang dikehendaki. Maka penulis sangat tertarik untuk
mengkaji lebih mendalam terhadap “Digital Leadership di Masa Pandemi
COVID-19 (Studi Pada Musrenbang Kota Bandar Lampung)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu:

1) Bagaimana penerapan digital leadership di masa pandemi COVID-19
(studi pada musrenbang Kota Bandar Lampung) ?

2)  Apa sajakah faktor yang mendukung dan faktor yang melemahkan digital
leadership di masa pandemi COVID-19 (studi pada musrenbang Kota Bandar
Lampung) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian terdiri dari :

1) Untuk menganalisa penerapan digital leadership di masa pandemi
COVID-19 studi pada musrenbang Kota Bandar Lampung.

2) Untuk mengetahui apa sajakah faktor yang mendukung dan faktor yang
melemahkan  digital leadership di masa pandemi COVID-19

(studi pada musrenbang Kota Bandar Lampung).
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Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut untuk:

1)

2)

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi,

dan menjadi bahan referensi untuk memperkuat Teori Digital Leadership

dalam Ilmu Administrasi konsentrasi Publik, khususnya terhadap

pelaksanaan Musrenbang di Kota Bandar Lampung.

Manfaat Praktis

1)  Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung
Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota
Bandar Lampung dalam meningkatkan kesuksesan Transformasi
Digital khususnya dalam pelaksanaan musrenbang di Kota Bandar
Lampung.

2) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memperkaya ilmu
pengetahuan dan wawasan yang lebih luas khususnya bagi masyarakat
yang merupakan Stakeholder dalam Musrenbang Kota Bandar

Lampung.
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TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Digital Leadership dalam Pelaksanaan Musrenbang

Tinjauan tentang Administrasi Publik

Pengertian tentang Administrasi Publik

Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan
peralatan guna mencapai tujuan (Dwight Waldo dalam Syafiie, 2015, p. 33).
Administrasi Negara adalah studi mengenai bagaimana badan pemerintah
diorganisir, dilengkapi tenaga maupun biayai (Edward H. Litchfield dalam
Syafiie, 2015, p. 30). Administrasi publik adalah kerjasama kelompok
pemerintahan eksekutif, legislatif, hubungan mempunyai peranan perumusan
kebijakan (Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro dalam Pasolong, 2016, p. 8).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, menurut peneliti administrasi publik
sebagai koordinasi perorangan dan kelompok untuk melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan dilandaskan pada aturan yang
dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif sebagai pelaksana aturan.
Administrasi publik dapat bertahan di era disrupsi oleh digital leadership, di
mana organisasi publik harus cepat dan mampu beradaptasi dengan
perkembangan teknologi saat ini, dalam hal ini para pejabat publik yang
menjalankan organisasi publik harus mempunyai kapasitas yang mumpumi

dalam memimpin organisasi publik terhadap digitalisasi pelayanan publik.
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Paradigma Adminitrasi Publik

IImu pengetahuan sangat terbatas kawasan kompetensinya. Keterbatasan
pertama disebut kebenaran ilmiah bersifat abstrak tetapi mutlak diperlukan
dalam kehidupan. Itulah sebabnya dalam revolusi ilmu pengetahuan muncul

peran paradigma ilmu pengetahuan (Syafiie, 2015, p. 34).

Terdapat enam (6) kelompok corak berpikir dalam pertumbuhan administrasi

negara yaitu :

1)  Paradigma birokrasi klasik, tokohnya adalah Max Weber, Woodrow
Wilson, Frederick Taylor, Luther Gullick dan Llyndall Urwick;

2)  Paradigma birokrasi neo-klasik, tokohnya adalah Herbert Simon, Rich
ard M. Ctert dan James G.A. March;

3) Paradigma kelembagaan, tokohnya adalah Charles E. Lindblom, James
Thomson, Frederick C. Mosher dan Amitai Eyzioni;

4)  Paradigma hubungan kemanusiaan, tokohnya adalah Rensis Likert,
Daniel Katz dan Robert Kahn;

5)  Paradigma pilihan masyarakat umum, tokohnya Vincent Ostrom, Jame
Bahanan dan Gordon Tullock;

6) Paradigma administrasi negara baru, tokohnya Frank Marini, George
H. Frederickson (George Redrickson dalam Syafiie, 2015, pp. 34-35).

Paradigma merupakan cara pandang, nilai, metode, prinsip dasar atau cara

memecahkan suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu (Thomas Kuhn

dalam Syafiie, 2015, p. 34).

Old Public Administration (OPA)

OPA dikemukakan oleh Woodrow Wilson (1887/1987), yaitu seorang
mantan Presiden AS dan Guru Besar Ilmu Politik di Princeton University AS.
Pemerintah yang mempunyai struktur mengikuti model bisnis yakni
mempunyai eksekutif otoritas, pengendalian sangat penting mempunyai

struktur organisasi hirarki dan upaya melaksanakan kegiatan guna
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mewujudkan tujuan secara efisien. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan
dan memberikan pelayanan yaitu sebagai berikut: 1) terdapat perbedaan
antara politik dengan administrasi dikaitkan dengan akuntabilitas yang
dijalankan oleh pejabat terpilih dan kompetensi secara netral; 2) adanya
perhatian guna menciptakan struktur dan strategi dalam pengelolaan
administrasi yang akan memberikan hak kepada organisasi publik (Wilson
dalam Pasolong, 2016, p. 33).

New Public Management (NPM)

Paradigma Reinventing Government dikenal sebagai New Public
Management (NPM) dan menjadi populer ketika prinsip Good Governance
diimplementasikan. Paradigma NPM melihat bahwa paradigma manajemen
terdahulu kurang efektif untuk memecahkan masalah dalam memberikan
pelayanan publik. NPM telah mengalami berbagai perubahan orientasi yaitu:
1) Orientasi the drive yaitu mengutamakan nilai efisiensi; 2) Orientasi
downsizing and decentralization yaitu mengutamakan penyederhanaan
struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kepada unit yang
lebih kecil agar berfungsi secara cepat dan tepat; 3) Orientasi in search of
excellence yaitu mengutamakan kinerja optimal dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi; 4) Orientasi public service yaitu menekankan
kualitas, misi dan nilai hendak dicapai, memberikan perhatian lebih besar
kepada aspirasi, kebutuhan dan partisipasi user dan warga masyarakat,
memberikan otoritas lebih tinggi kepada pejabat dipilih masyarakat (Ferlie,

Ashbuerner, Filzgerald dan Pettgrew dalam Pasolong, 2016, p. 35).

New Public Service (NPS)

Tahun 2003, atau kurang lebih dari sepuluh tahun kemudian muncul lagi
paradigma baru dalam administrasi publik yaitu “The New Public Service”
(J.V. Denhardt dan R.B. Denhardt dalam Pasolong, 2016, p. 35), menurut

penemunya menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik
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dan New Public Management dan beralih ke prinsip New Public Service. New

Public Service (NPS) lebih berorientasi nilai demokrasi, kewarganegaraan

dan pelayanan untuk kepentingan publik sebagai norma mendasar lapangan

administrasi publik. Administrasi publik seharusnya berbagi kuasa dengan

masyarakat dan mengurangi kendali terhadap masyarakat melalui kolaborasi

penyelenggaraan antara pemerintahan dengan masyarakat. Pemerintahan

masyarakat merupakan partisipasi integratif antara masyarakat aktif dengan

administrator aktif dalam memenuhi kebutuhan secara bersama.

Tabel 4. Membandingkan Perspektif-Prespektif Publik Lama, Manajemen Publik
Baru dan Layanan Publik Baru

Dimensi Administrasi Publik Manajemen Publik Layanan Publik Baru
Lama Baru
| ] i v
Fondasi-fondasi | Teori politis, komentar | Teori ekonomis, dialog | Teori demokratis
teoritis dan | sosial dan politis yang | yang lebih canggih yang | pendekatan bervariasi
epistomologis ditambah oleh ilmu sosial | didasarkan pada ilmu | kepada pengetahuan
utama yang naif sosial positivis termasuk positif,

interpretif dan kritis

Rasionalitas Rasionalitas sinoptik Rasionalitas teknis dan | Rasionalitas strategis
yang lazim dan | “manusia ekonomis “manusia atau formal, ujian-ujian
model-model administrative” ekonomis”, atau berganda rasionalitas
terkait perilaku pembuat keputusan
manusia yang mementingkan

diri sendiri
Konsepsi Kepentingan publik | Kepentingan publik | Kepentingan publik
mengenai didefinisikan secara | mewakili kumpulan | adalah hasil dari suatu
kepentingan politis dan diungkapkan | kepentingan individu dialog tentang nilai
publik di dalam hukum dianut bersama
Kepada siapa | Para klien dan konstituen | Para pelanggan Para warga negara
pelayanan

publik tanggap

Peran Mendayung Menyetir (bertindak | Melayani  (bernegoisasi
Pemerintah (Merencakan dan | sebagai katalis kepada | dan mediasi kepentingan
melaksanakan kebijakan | kekuatan pasar) di kalangan warga negara
dan kelompok
(komunitas)
Mekanisme Mengatur program | Menciptakan Membangun koalisi
untuk mencapai | melalui lembaga | mekanisme,  struktur | publik, nirlaba  dan
sasaran-sasaran | pemerintah yang sudah | insentif mencapai | lembaga swasta untuk
kebijakan ada sasaran melalui | memenuhi kebutuhan
lembaga swasta & | disepakati bersama.
nirlaba
Kebijaksanaan Pejabat  administrative | Kebebasan  bertindak | Kebijaksanaan
administratif diizinkan ~ mempunyai | yang luas untuk | diperlukan tetapi dibatasi
kebijaksanaan terbatas memenuhi tujuan | dan bertanggung jawab

usahawan




25

Dimensi Administrasi Publik Manajemen Publik Layanan
Lama Baru Publik Baru
[ I 11l v
Standar Organisasi Organisasi Publik Struktur kolaboratif

organisasional

Basis Bayaran dan keuntungan | Semangat  usahawan, | Layanan publik,
motivisional perlindungan  layanan | hasrat ideologis untuk | keinginan untuk
pelayanan sipil mengurangi  besarnya | menyumbangkan kepada
publik dan pemerintahan masyarakat
administrator

diasumsikan

(Sumber : Dendhardt dan Denhardt dalam Pasolong, 2016, p. 35)

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti berpendapat paradigma New
Public Service (NPS) adalah paradigma yang tepat dan dapat dikorelasikan
dengan penerapan digital leadership karena pada era digitalisasi sistem
pemerintahan membutuhkan ruang gerak yang fleksibel serta membutuhkan
pembaharuan untuk mencapai asas good governance. Paradigma New Public
Service (NPS) mendukung adanya fleksibilitas dalam pemerintahan namun
tetap pada batas yang dapat dipertanggungjawabkan serta adanya struktur
organisasi yang kolaboratif di mana dalam memenuhi kepentingan publik,
selalu stakeholder demi

pemerintah mengedepankan dialog antar

mewujudkan kepentingan bersama.

Tinjauan tentang Governance

Pemerintahan sebagai organisasi dari orang yang mempunyai kekuasaan dan
bagaimana manusia bisa untuk diperintah (R. Mac Iver dalam Syafiie, 2015,
p. 135). Kata kerjanya adalah govern (memerintah) berasal dari kata latin
gubernare atau Gerik kybernan yang artinya adalah mengemudikan, maka
“memerintah” berarti mengemudikan. Kata bendanya yaitu governance (latin
gubernantia) yang menunjukkan terhadap manajemen organisasi. Kata kerja
govern digunakan pada politik dan kata bendanya menjadi government.
Governance adalah sebagai gejala yang sosial, sedangkan government adalah
sebagai gejala yang politik, terdapat kecenderungan dengan mengembalikan
makna pemerintahan dari konsep government menuju konsep governance,
sekurangnya untuk dapat menghidupkan kembali

konsep dari pada

governance disamping itu juga dengan konsep government. Konsep good



26

governance maupun konsep government yang dianggap sangat identik

dengan governance (Ndraha, 2015, p. 69).

Symposium terdahulu mengenai “kewarganegaraan dan administrasi publik,”
dipublikasikan dalam Public Administration Review, memper timbangkan
berbagai isu teoritis dan praktis menghubungkan ide yang sedang muncul
mengenai warga negara dan kewarganegaraan profesi administrasi publik
(Frederickson dan Chandler dalam Tresiana & Duadji, 2015, p. 63). Dua buku
lebih baru, government is us (King dan Stivers dalam Tresiana & Duadji,
2015, p. 63) dan citizen governance (Box dalam Tresiana & Duadji, 2015, p.
63), fokus bagaimana administrator publik memberi sumbangan penciptaan

pemerintahan berpusat pada warga negara.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti berpendapat governance yang
dihadirkan harus bisa menjadi jembatan bagi kepentingan organisasi publik.
Organisasi publik harus memiliki telinga yang peka untuk bisa melahirkan
regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejatinya governance di era
yang sudah mengalami proses disrupsi digital seperti sekarang, kita dapat
menemikan bagaimana wujud dari praktek governance itu dalam platform
digital yang ada karena digital yang digunakan semakin transparansi terhadap
tujuan yang hendak dicapai.

Tinjauan tentang Kepemimpinan

Pengertian tentang Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah gejala sosial. Kemampuan seseorang untuk
mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu
sehingga perilaku orang lain dapat berubah atau tetap (Ndraha, 2015, p. 216).
Leadership indicates the ability to influence men and secuire results through
emotional appeals rather than through the exercise of authority
(kepemimpinan dengan menunjukkan kemampuan untuk mempengaruhi

orang lain dan mencapai hasil melalui himbauan emosional dan lebih baik
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dibandingkan dengan penggunaan kekuasaan) (G.U. Cleeton dan C.W.
Mason dalam Syafiie, 2015, p. 133).

Administrasi publik sering dijumpai istilah manajemen merupakan inti dari
administrasi. Manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi.
Manajemen diterjemahkan kepemimpinan (Pramudji, Siagian dan Keban
dalam Pasolong, 2016, p. 107). Konsep kepemimpinan berasal dari
leadership, mengarah pada kemampuan kualitas interaksi antara pemimpin
dan pengikutnya (Pamudji dalam Pasolong, 2016, pp. 107-108).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, menurut peneliti kepemimpinan di
dalam organisasi publik memegang peranan penting dalam perkembangan
birokrasi saat ini. Pemimpin harus dapat memiliki kemampuan dalam
mempengaruhi dan menggerakkan pengikutnya menghadapi berbagai
perubahan cepat yang dihadapi organisasinya, terutama pada era transformasi

digital saat ini.

Sifat-Sifat Kepemimpinan

Sifat-sifat kepemimpinan yang efektif dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) intelegensianya tinggi; 2) kematangan jiwa sosial; 3) menjalin hubungan
kerja manusiawi (Keith Davis dalam Syamsi, 1994, p. 141). Sifat-sifat
kepemimpinan lainnya yaitu sebagai berikut: 1) Ing ngarso sung tulodo;
2) Ing madyo mangun karso; 3) Tut wuri handayani (Ki Hajar Dewantoro
dalam Syamsi, 1994, p. 141). Rujukan lainnya kepemimpinan harus memiliki
sifat-sifat yaitu sebagai berikut: 1) menciptakan lingkungan yang tepat;
2) mengetahui kebutuhan dasar terhadap para bawahan; 3) mengendalikan
perencanaan, keuangan dan personalia (John C. Maxwell dalam Pasolong,
2016, p. 115).
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Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti mendapati bahwa untuk
menjadi pemimpin yang baik, seseorang perlu memiliki sifat kepemimpinan
tertentu khususnya dalam menghadapi era digitalisasi saat ini. Sifat
kepemimpinan diperlukan dalam menghadapi transformasi digital berpusat
pada sifat pemimpin berintegritas, berjiwa sosial tinggi serta kemampuan
human relation yang baik juga. Sifat tersebut diperlukan guna terbentuk

kolaborasi antar pemimpin dan pengikut dalam mengadapi tantangan.

Syarat-syarat Kepemimpinan

Persyaratan kepemimpinan harus dikaitkan: 1) kekuasaan, otoritas dan
legalitas memberikan kewenangan pemimpin mempengaruhi bawahan;
2) kelebihan, orang mampu mengatur orang lain; 3) kemampuan, segala daya
kesanggupan dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa (Kartini
Kartono dalam Pasolong, 2016, p. 114). Syarat kepemimpinan lainnya yaitu:
1) kapasitas, yaitu kecerdasan maupun kewaspadaan; 2) prestasi, yaitu gelar
kesarjanaan; 3) tanggungjawab, vyaitu mandiri, berinisitaif, tekun;
4) partisipasi, yaitu aktif maupun memiliki sosialibilitas tinggi dan mampu
bergaul; 5) status, yaitu memiliki kedudukan sosial-ekonomi cukup tinggi
(Stogdill dalam Pasolong, 2016, pp. 114-115). Pemimpin harus memiliki
kemampuan yaitu: 1) kemandirian; 2) multi terampil; 3) memiliki rasa humor;
4) perfeksionis; 5) sabar; 6) komunikatif (Nightingale dan Schit dalam
Pasolong, 2016, p. 115).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti berpendapat seseorang belum
dapat dikatakan sebagai pemimpin yang baik bila belum memenuhi beberapa
syarat kepemimpinan seperti memiliki kemampuan, bertanggung jawab
hingga komunikatif. Syarat-syarat kepemimpinan seperti itulah yang
dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam memimpin organisasinya guna
menghadapi tantangan saat ini yaitu adanya transformasi digital dalam

berbagai sektor kehidupan.
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Tugas Kepemimpinan

Tugas kepemimpinan berhubungan dengan kelompok yaitu sebagai berikut:
1) memulai; 2) mengatur; 3) menilai; 4) menyimpulkan (Charles J. Keating
dalam Pasolong, 2016, p. 116). Tugas kepemimpinan yang berhubungan
dengan kekompakan yaitu sebagai berikut: 1) mendorong; 2) mendamaikan;
3) mengalah; 4) memasang aturan main (Keating dalam Pasolong, 2016, p.
117). Tugas pada pokok kepemimpinan sebagai berikut: 1) menyatukan
perbedaan motivasi; 2) menciptakan lingkungan di mana terdapat integrasi
antara individu dan kelompok; 3) menumbuhkan kesadaran terhadap

lingkungan perubahan (Syamsi, 1994, p. 139).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, menurut peneliti kepemimpinan yang
baik adalah kepemimpinan yang dapat mengintegrasikan hubungan antar
manusia dalam organisasinya. Organisasi publik dapat menjadi lebih efektif
dan mampu menghadapi transformasi digital dengan kemampuan koordinasi
dari pemimpin sehingga pada akhirnya mampu mencapai tujuan organisasi

dengan efektif dan efisien.

Tipe-Tipe Kepemimpinan

Tipe kepemimpinan dari berbagai litelatur membahas tentang kepemimpinan
membagi dalam berbagai perspektif yang dijabarkan:

Tipe otokratik, yaitu mengambil keputusan dipusatkan kepada pemimpin.
Pemimpin otokratis diwarnai dengan perintah ditujukan kepada bawahan dan
mempertimbangkan berbagai keputusan yang unggul terhadap bawahan
(Siagian dalam Pasolong, 2016, p. 118).

Tipe demokratis, populer era manajemen neo-klasik digunakan dalam
terwujudnya kerjasama pencapaian tujuan organisasi memberdayakan
bawahan. Pendekatan ini tidak membebaskan pimpinan dalam tanggung
jawab pengambilan keputusan namun mengharuskan mengakui kecakapan

bawahan (Siagian dalam Pasolong, 2016, p. 118).



3)

1)

2)

3)

4)

30

Tipe karismatik, pemimpin karismatik mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai
berikut: a) memiliki visi; b) konsistensi; ¢) fokus; dan d) memanfaatkan

kekuatan sendiri (Wirjana dalam Pasolong, 2016, p. 119).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti berpendapat bahwa tipe
kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan yang sangat berkaitan
dengan penerapan digital leadership karena tipe kepemimpinan demokratis
lebih mengedepankan adanya kerjasama antara atasan dan bawahan serta
perlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan
organisasi. Dengan demikian, pada tipe kepemimpinan demokratis dapat
terciptanya sebuah kolaborasi dan sinergi antara pemimpin dan bawahan pada
organisasi publik sehingga organisasi publik dapat menghadapi transformasi
digital saat ini yang saat ini terjadi dengan mudah.

Gaya Kepemimpinan

Gaya pada dasarnya berasal dari bahasa inggris “style” berarti mode yang
selalu nampak menjadi ciri khas. Gaya kepemimpinan terdiri dari:

Gaya otokratis, pemimpin lebih suka memerintah, harus patuh, ingin
menunjukkan kekuasan, merasa paling benar (Syamsi, 1994, p. 141);

Gaya demokratik, pemimpin memperhatikan bawahannya. Mereka diberi
kesempatan untuk menyampaikan masukan (Syamsi, 1994, p. 140);

Gaya Laissez Faire, yaitu gaya kepemimpinan kendali bebas (Pasolong,
2016, p. 121). Pemimpin tidak memperhatikan hasil dicapai maupun tidak
perduli terhadap bawahan, bekerja dengan seenaknya (Syamsi, 1994, p. 141);
Gaya kepemimpinan transformasional, yaitu hubungan berlandaskan atas
kesepakatan untuk mencapai tujuan secara bersama dan diperlukan terhadap
perubahan sosial. Pengalaman di masa lalu akan memberikan pelajaran
tentang pentingnya kepemimpinan transformasional dalam diri seorang
pemimpin (Ndraha, 2015, pp. 222-223).



1)

31

Berdasarkan beberapa definisi diatas, menurut peneliti gaya kepemimpinan
transformasional adalah gaya kepemimpinan yang sangat berkaitan erat
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena lahirnya teori digital
leadership berdasarkan pada gaya kepemimpinan transformasional. Gaya
kepemimpinan transformasional itu sendiri berlandaskan pada adanya
keinginan untuk melakukan perubahan yang dirasakan oleh pemimpin untuk
mencapai tujuan secara bersama yaitu tujuan organisasi. Hal ini sangat
berkaitan erat dengan digital leadership, di mana penerapan digital
leadership mengedepankan adanya perubahan yang signifikan dari organisasi
dalam menghadapi era digitalisasi dengan melakukan perubahan drastis yang
berlandaskan dengan data, informasi dan teknologi pada organisasi yang

dipimpin.

Tinjauan tentang Digital Leadership (Kepemimpinan Digital)

Pengertian Digital Leadership

Digital leadership merupakan proses berubahnya cara kerja pemimpin
tradisional menjadi pemimpin yang lebih mengedepankan kolaborasi maupun
berkomunikasi antar bawahan maupun ke semua pihak. Pemimpin yang dapat
menerapakan digital leadership akan dapat menghasilkan informasi yang
lebih dan efisien dalam pengambilan keputusan.

Disrupsi teknologi digital membuat kapabilitas digital dan kapabilitas
kepemimpinan menjadi sama pentingnya dalam menentukan daya saing di
sektor publik (Westerman, Bonner dan McAfee dalam Saputra & Nugroho,
2021, p. 979). Digital leadership sebagai suatu keterampilan kunci yang
wajib dimiliki para manajer untuk melakukan transformasi digital (Zeike,
Bradburry, Lindert, Praff dalam Saputra & Nugroho, 2021, p. 979). Melalui
digital leadership, pemimpin mengembangkan visi yang jelas dan bermakna
dan mengaktualisasikan strategi yang terkait dengan proses digitalisasi
(Saputra & Nugroho, 2021). Digital leadership mengacu pada peningkatan

penetrasi teknologi digital di masyarakat dengan perubahan terkait hubungan
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individu dan perilaku mereka. Adapun teknologi yang terkait dengan

digitalisasi yaitu sebagai berikut:

a)  Teknologi, aplikasi termasuk big data bentuk pemrosesan informasi
inovatif untuk wawasan dan pengambilan keputusan lebih baik;

b)  Teknologi seluler;

c)  Teknologi, solusi cloud menampilkan kemampuan digital fleksibel;

d)  Teknologi dan aplikasi media sosial yang memfasilitasi bentuk-bentuk
baru interaksi sosial (A. Wibowo, 2022, p. 54).

Keterampilan dan kemampuan organisasi sangat diperlukan untuk
meningkatkan adopsi digital leadership di seluruh organisasi. Mengelola
transisi model digital disektor pemerintah membutuhkan sumber daya
manusia yang handal untuk mencapai tujuan organisasi (John Kotter dalam
A. Wibowo, 2022, p. 55).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut peneliti digital leadership
berperan mengembangkan keterampilan maupun keahlian pegawainya.
Digital leaderhsip merupakan suatu kapabilitas yang dimiliki oleh atasan
untuk melibatkan dan memberdayakan kemampuan seluruh pegawai dalam
mendayagunakan teknologi digital sehingga dapat merubah hubungan antara
atasan dan bawahan serta perilaku keduanya untuk membentuk suatu
kolaborasi guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pentingnya
memiliki seorang atasan yang memiliki kemampuan Digital Leadership
karena ia dapat menjembatani berbagai kepentingan dengan visi dan strategi

yang jelas.

Ciri-Ciri Digital Leadership

Digital leradership memiliki ciri-ciri yaitu: 1) kepemimpinan digital yang
tidak hanya mampu memotivasi dan menggerakkan namun dapat
mewujudkan kapasitas untuk selalu senantiasa agile disetiap keadaan;

2) kepemimpinan digital yang dapat menjadi ujung tombak transformasi
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dalam organisasi bahkan negara; 3) ketika leader dan followers bersinergi
mencapai visi dan misi bersama (Juhro, Solikin, 2020, p. 12). Kepemimpinan
digital harus dapat mengubah budaya dan struktur organisasi pada akhirnya
menuntut bertransformasi pribadi dalam mengembangkan kualitas melalui
kesadaran diri, empati, keauntentikan dan diimbangi dengan digital (Liu Ji
dalam Juhro, Solikin, 2020, p. 13). Seorang digital leadership harus dapat
mampu menyatakan visi yang jelas dan menarik; menjelaskan cara visi itu
bisa tercapai; bertindak untuk mencapai tujuan dengan percaya diri dan
optimis; mengekspresikan kepercayaan pada pengikutnya (Yukl dalam Juhro,
Solikin, 2020, p. 24).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut peneliti digital leadership
merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan pembangunan dan
kemajuan organisasi secara berkelanjutan. Kompetensi pemimpin yang baik
dalam mengelola dan memotivasi sumber daya serta mengkoordinasikan
perubahan yang dapat mendorong organisasi mencapai tujuan secara efektif.
Seorang pemimpin yang memiliki kemampuan Digital Leadership akan
mampu membawa organisasi yang dipimpinnya untuk menghadapi berbagai
perubahan di era transformasi digital saat ini, karena pemimpin Digital
Leadership akan menularkan kemampaun adaptif yang dimilikinya kepada
bawahannya sehingga pada akhirnya mampu secara kolaboratif bersinergi

mencapai Vvisi organisasi.

Tujuan Digital Leadership

Guna mencapai tujuan organisasi pada era digital seperti saat ini, banyak
aspek dalam pemenuhnannya diantaranya unsur kepemimpinan atau
pemimpin yang berpikiran digital karena kesuksesan suatu organisai tidak
hanya diukur pada kinerja para staf saja, yang terpenting pada faktor
kompetensi pemimpin organisasi dengan diperlukannya gaya kepemimpinan
baru yaitu digital leadership yang mampu mendorong transformasi digital

(Cahyarini, 2021, p. 49). Tujuan penerapan Digital leadership yaitu sebagai
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berikut: 1) menghemat terhadap waktu; 2) meningkatkan produktivitas;
3) meningkatkan kecepatan kerja; 4) meningkatkan kualitas dokumen;
5) mempercepat waktu respon; 6) metode kerja menjadi lebih sederhana;
7) dokumentasi yang lebih akurat; 8) mengurangi terhadap tingkat kesulitan
(Aghimien et al., 2018, p. 2). Digital leadership mempunyai tujuan lainnya
diantaranya yaitu sebagai berikut: 1) kehadiran internet; dan 2) munculnya
serangkaian teknologi baru, hal ini membuat transformasi ini diakselarasi
dengan cepat. Transformasi ini juga ikut mengubah implementasi proses di
pemerintahan yang manual menjadi digital (LAN RI, 2019, pp. 3-4).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut peneliti Digital Leadership
memiliki peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi
khususnya pada erat transformasi digital saat ini. Jika diterapkan dengan baik
Digital Leadership dapat membantu organisasi dalam melaksanakan tugas
dan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, dengan diterapkannya Digital
Leadership diharapkan dapat menyederhanakan metode dan mempercepat
pencapaian tujuan organisasi sehingga tercapainya tujuan secara efektif dan

efisien.

Komponen Digital Leadership

Komponen kepemimpinan dalam menyambut modernisasi yaitu sebagai
berikut: 1) merangkul kompleksitas yang meningkat, masa depan
membutuhkan solusi inovatif dan kepemimpinan yang gesit untuk
mengantisipasi tantangan dan mengekpoitasi peluang baru; 2) perubahan
secara holistis, pemimpin menyiapkan diri dengan belajar menggunakan
transformasi kognitif, mengoptimalkan kehadiran virtual, memaksimlakan
peluang digital; 3) memanfaatkan teknologi, di mana untuk mengelola data
besar dan mencapai solusi yang dapat diprediksi, mengelola proses yang lama
untuk dapat beradaptasi dengan kebutuhan dunia dengan cara mengumpulkan
sumber daya dan mengindentifikasi dalam pengambilan keputusan;

4) mengetahui batasan, kesadaran bahwa tidak mungkin pemimpin
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mengetahui segalanya dan pemimpin pasti dikelilingi oleh orang-orang yang
ahli; 5) hadiah kegagalan, digital leadership tidak takut untuk berubah tetapi
mampu melihat peluang baru dan memungkinan kegagalan terjadi sebagai
bagian dari proses untuk menemukan sebuah inovasi (Paramathan dan
Mckiney dalam Andriani, 2020, p. 69).

Guna membentuk kepemimpinan disuptif, terdapat beberapa komponen
lainnya dengan beberapa tindakan vyaitu: 1) menjadi relevan, yaitu
berkembang melampaui masa kini dengan memproyeksikan kepemimpin
menuju masa depan; 2) bergerak maju, yaitu melakukan tindakan kecil
dengan cerdas; 3) menumbuhkan nilai, yaitu bekerjasama dengan orang lain
dan memberikan makna tujuan; dan 4) menyediakan lingkugan dan
kesempatan untuk berkembang (Press dan Goh fakam Andriani, 2020, p. 69).
Para pemimpin harus fleksibel memimpin disupsi, beradaptasi dengan cepat
dan jujur dalam menyampaikan kompenen organisasi. Konsep dunia modern
yang serba kompleks dengan struktur kepemimpinan yang lebih rata
terdistribusi  dan terdesentralisasi memungkinkan organisasi untuk
berkembang dan membuat anggota terlibat, seperti terdapat beberapa
komponen dalam menghadapi kompleksitas saat ini yaitu sebagai berikut:
1) prioritas pada integrasi; 2) gesit dan beradaptasi; 3) inovasi; dan
4) menumbuhkan tujuan (Teixeira dakam Andriani, 2020, p. 70).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut peneliti dalam menghadapi
modernisasi dan transformasi digital saat ini seorang pemimpin harus
memiliki Digital Leadership supaya dapat menjalankan kepemimpinannya
secara optimal. Terdapat beberapa komponen dari Digital Leadership yang
dapat membentuk kepemimpinan yang efektif pada era transformasi digital
saat ini, mulai dari memanfaatkan teknologi untuk mengelola data dan
informasi sehingga dapat memprediksi berbagai kemungkinan dan tantangan
yang dihadapi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, yang berani
untuk gagal dan mencoba untuk berubah, menghargai proses dan selalu

mencoba berinovasi menghadapi perubahan. Hingga mencoba menumbuhkan
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nilai dan budaya baru pada organisasi, dengan melibatkan berbagai elemen
yang ada di dalam organisasi dengan mewujudkan kerjasama dan sinergi

antar pemimpin dan pengikutnya.

Proses Digital Leadership

Proses dalam digital leadership melalui 3 (tiga) tahap yaitu: 1) invesi, adalah
perubahan dari dalam masyarakat yang mana dalam masyarakat terdapat
penemuan baru yang kemudia perlahan muncul perubahan; 2) difusi, adalah
proses kedua digital leadership dengan adanya pengkomunikasian ide, konsep
baru, upaya perubahan masyarakat lebih luas; 3) konsekuensi, adalah tahap
adopsi ide ataupun gagasan baru dalam masyarakat, dalam tahap ini biasanya
ada hasil perubahan yang muncul di masyarakat (Najoan, Stephanie Jill; dan
Mandey, 2011, pp. 122-123). Proses dalam menerapkan digital leadership
yaitu: 1) perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan atau sedikit demi
sedikit; 2) tidak dapat diduga kapan dimulainya dan sampai kapan proses itu
berakhir tergantung dari faktor yang mempengaruhinya; 3) komprehensif dan
berkesinambungan; 4) perubahan yang terjadi mempunyai keterkaitan erat
dengan emosional (sistem nilai) yang ada dalam masyarakat. Proses digital
leadership mengandung dimensi waktu dan perubahan sosial budaya
masyarakat yang muncul melalui proses yang panjang dan selalu terkait
dengan aktifitas yang terjadi pada saat itu (N.J, 1998, pp. 204-205).

Digital leadership adalah tantangan yang mengharuskan organisasi
mengembangkan kemampuannya untuk beradaptasi terhadap lingkungan luar
dan mengintegrasikan ke dalam dengan cara memberdayakan sumber-sumber
yang dimiliki terutama sumber daya manusia sebagai aset terpenting
organisasi, sebagai konsekuensi dari perubahan lingkungan maka organisasi
harus menemukan dirinya dalam manajemen sumber daya manusia secara
berkelanjutan guna meningkatkan kapabilitas organisasi sesuai dengan
tuntutan lingkungan (Beer, 1998, p. 51).
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut peneliti dalam
mengintegrasikan Digital Leadership pada organisasinya untuk beradaptasi
terhadap tantangan transformasi digital, seorang pemimpin tentunya akan
melalui proses dalam Digital Leadership. Proses dalam Digital Leadership
tentunya tidak dapat dijalankan dengan instan, perlunya berbagai perubahan-
perubahan yang dijalankan secara perlahan dengan mengintegrasikan nilai
digitalisasi pada organisasinya. Hal ini tentu perlu didukung dengan
pendekatan dan komunikasi yang baik dari pemimpin untuk dapat
memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki organisasinya untuk
beradaptasi dengan lingkungan dan sistem yang baru. Jika proses ini telah
terpenuhi, cepat atau lambat organisasi yang dipimpinnya dapat menerapkan
dan menjalankan organisasi dengan pendekatan digital dan mengembangkan
lebih jauh target dan tujuan dari organisasi.

Model Digital Leadership

Media publik perlu mendefinisikan apa arti personalisasi lebih tentang
bagaimana kami menciptakan pengalaman yang disesuaikan dengan minat.
Personalisasi pengalaman terus memberi rasa ingin mengetahui dan membuat
anda menjadi warga negara lebih terinformasi. Mengkonseptualisasikan
personalisasi layanan publik bergantung wawasan dan data (Chief Content
and Innovation Officer Maja Mrkoci dalam Martin, 2021, p. 6). Perubahan
signifikan dikonseptualisasikan selama beberapa dekade dengan model
evolusi pemerintahan digital melacak perkembangan pemerintahan digital

melalui beberapa tahap:

Gambar 5. Model Evolusi Pemerintahan Digital

ot o # Transformasi ‘ Keterikatan ‘ kontekstualisasi

(Sumber: Janowski dalam Wilson & Mergel, 2022, p. 2)
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Berdasarkan gambar diatas terdapat model evolusi pemerintahan digital
selama turun menurun yang stelah dikategorikan melalui empat (4) tahap:
Digitalisasi (ditandai dengan adopsi dan implementasi teknologi);
Transformasi (ditandai dengan perubahan kelembagaan internal);
Keterikatan (ditandai perubahan hubungan dengan pemangku kepentingan);
Kontekstualisasi (ditandai meningkatnya spesialisasi dan orientasi terhadap
kebijakan publik) (Janowski dalam Wilson & Mergel, 2022, p. 2).

Peran dan aktivitas individu sangat bervariasi tetapi dapat dianggap secara
kolektif sebagai pendukung ide, teknologi, atau strategi untuk mengatasi
hambatan pemerintahan digital selanjutnya disebut sebagai juara digital.
Terlepas dari keunggulan juara pemerintah digital ((Pittaway & Montazemi,
2020), CIO (Almazan & Gil-Garcia, 2011) dan pakar digital ( Mergel,
Edelmann, & Haug dalam Wilson & Mergel, 2022, p. 2).

Proses transformasi digital merupakan kemajuan linier yang bersih, dan
transformasi digital dapat berkembang atau mundur secara berulang dalam
dimensi organisasi yang berbeda pada kecepatan yang berbeda dari waktu ke
waktu di pemerintahan. Administrasi publik mengadopsi pendekatan holistik
menggabungkan strategi budaya dan struktural (Mergel, Edelmann, & Haug
dalam Wilson & Mergel, 2022, p. 2) dan hanya mengadopsi alat dan proses
digital tampaknya tidak cukup memfasilitasi perubahan budaya organisasi
(Tangi dkk dalam Wilson & Mergel, 2022, p. 2). Jaringan telah diusulkan
sebagai mekanisme mengidentifikasi dan mengadaptasi strategi budaya dan
struktural (Pittaway & Montazemi dalam Wilson & Mergel, 2022, p. 2).
Pengadopsian praktik digital melalui sektor publik yang dari sektor swasta
didokumentasikan dengan baik dalam penelitian tentang pemerintahan digital
khususnya mengenai tahap pertama digitalisasi sebagian besar inovasi yang
didukung teknologi diadopsi secara langsung dari sektor swasta (Janowski
dalam Wilson & Mergel, 2022, p. 2).
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Sektor swasta sebagai sumber utama keahlian pemerintah (Mergel & Belle
dalam Wilson & Mergel, 2022, p. 2) dan “know how” untuk transformasi
digital pemerintah, sementara ahli menggambarkan tuntutan sektor swasta
sebagai pendorong utama proses transformasi (Mergel, Edelmann, & Haug
dalam Wilson & Mergel, 2022, p. 2). Pegawai negeri yang kurang memiliki
panduan formal tentang inovasi pemerintah mencari informasi bagaimana
melakukan pekerjaan mereka dengan menggunakan praktik yang diambil dari
sektor swasta (Schank & Hudson dalam Wilson & Mergel, 2022, p. 2).

Digitalisasi tidak hanya mengubah cara kerja tetapi juga mempercepat
perubahan yang dihadapi organisasi. Digitalisasi membutuhkan keterampilan

dan kompetensi baru yang dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 6. Model Digital Leadership
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mengubah cara
kerja

(Sumber: Mckinsey dalam A. Wibowo, 2022, pp. 58-62)

Organisasi yang memenuhi persyaratan dan bergerak cepat menuju
digitalisasi dalam mengembangkan budaya organisasi yang telah dijabarkan
dalam model digital leadership diatas yaitu sebagai berikut:

1)  Digitalisasi mengubah cara kerja;
Teknologi dan aplikasi digital cara baru bekerja dalam organisasi.

2)  Digitalisasi meningkatkan dinamika perubahan;
Penggunaan teknologi baru organisasi publik merupakan bukan fenomena

yang telah berubah dengan tingkat keterhubungan penyediaan digital baru.
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Digitalisasi membutuhkan keterampilan dan kompetensi baru;

Digitalisasi mengarah peningkatan produktivitas organisasi tanpa manusia
tidak mungkin untuk mewujudkan manfaat ini.

Digitalisasi membutuhkan bentuk kepemimpinan baru;

Digitalisasi memaksa pemimpin adaptasi berkelanjutan dalam strategi
organisasi publik mempengaruhi semua level organisasi.

Digitalisasi membutuhkan kemampuan organisasi baru;

Kemampuan organisasi diperlukan untuk meningkatkan upaya digitalisasi
organisasi secara luas. Banyak organisasi mulai membangun struktur tata
kelola baru dan peran digital untuk memimpin transformasi digital.
Digitalisasi mengubah budaya organisasi;

Digitalisasi membutuhkan pola pikir yang berbeda dari yang dibutuhkan
untuk gelombang teknologi transformatif sebelumnya karena kinerja digital
yang kuat memiliki budaya organisasi untuk mendorong pengambilan risiko
(Mckinsey dalam A. Wibowo, 2022, pp. 58-62).

Peran petugas informasi kepala telah menjadi subyek banyak perhatian
meskipun individu tidak berada dalam posisi kepemimpinan termasuk pakar
dan tim layanan digital dalam penelitian terbaru tentang transformasi digital
dan pegawai negeri mengelola program digital. Inovasi menekankan individu
di seluruh tingkat hierarki pemerintahan untuk dapat mempromosikan,
menanamkan, dan menyebarkan ide bagus dan studi transformasi digital dan
e-governance yang telah mengeksplorasi kontribusi manajer proyek dan
spesialis administrasi secara aktif untuk menavigasi hambatan dan solusi
pemerintahan digital (Chadwick, 2011; Mikalsen & Farshchian dalam Wilson
& Mergel, 2022, p. 3).

Batasan antara industri teknologi dan pemerintah, struktur yang berbeda
menciptakan pemisahan antara hubungan material dan kerangka normatif,
kognitif digunakan dalam mengorganisir praktik, kegiatan mengintegrasikan
sumber daya dan hubungan di setiap bidang. Tekanan dalam hubungan

menghasilkan struktur multidimensi yang muncul antara kedua sistem,
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ditandai peran aktor, hubungan dan infrastruktur kelembagaan. Fitur yang
muncul melampaui struktur jaringan tunggal seperti ikatan penghubung atau
rentang batas (Greenwood, Raynard, Kodeih, Micelotta, & Lounsbury, 2011;
Koskela-Huotari, Siltaloppi, & Vargo dalam Simmonds et al., 2021, p. 113).

Digitalisasi leadership dalam tatanan sektor publik memiliki model yang
sangat menarik untuk mengetahui apakah tahapan pengadopsian digital

berjalan dengan baik atau sebaliknya, dengan indikator sebagai berikut :

Gambar 7. Model Digitalisasi Leadership Sektor Publik

Budaya

(Sumber: Westerman et al., 2014, p. 100)

Menyelaraskan kepemimpinan pada digitalisasi adalah area terpenting dalam
program transformasi digital dan merupakan dasar yang diperlukan untuk
perubahan organisasi menuju arah yang lebih baik seperti yang telah

tergambarkan dalam gambar diatas meliputi:
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Komunikasi

Transformasi digital yang berhasil diterapkan bisa dimulai dari pimpinan dan
hanya pimpinan paling senior yang dapat menciptakan visi di masa depan dan
mengkomunikasikannya secara menyeluruh terhadap organisasinya sehingga
bawahan dapat merealisasikan visi tersebut. Pemimpin dapat mendesain
ulang metode atau mekanisme secara mendalam dengan mempertimbangkan
bagaimana cara menerapkan metode atau mekanisme kerja tersebut di dalam
organisasinya agar mendapatkan perubahan cara untuk mencapai Visi

organisasi.

Sejatinya transformasi digital menggunakan pendekatan bottom up.
Transformasi digital dapat melihat potensi sinergi di organisasinya dan
menciptakan kondisi setiap anggotanya dan hanya pemimpin yang dapat
mengendalikan atas perubahan dalam organisasinya. Pemimpin dapat
meningkatkan proses dalam pengambilan keputusan untuk berkolaborasi

dalam melakukan transformasi digital.

Penerapan transformasi digital membutuhkan komunikasi yang signifikan
dari pemimpin dengan melibatkan bawahanya sehingga proses transformasi
digital organisasi dapat berkembang seiring waktu. Informasi yang di
dapatkan harus menggambarkan penerapan transformasi digital yang efektif
dan efisien sehingga organisasi akan mulai bertransformasi dari secara

manual menuju digital.

Bawahan harus bekerja lebih keras untuk memenuhi tujuan saat ini. Outcome
yang dihasilkan adalah manfaat yang lebih terukur dari organisasi dengan
mengintegrasikan perubahan dan memotivasi untuk melakukan perubahan.
Komunikasi yang terarah dapat mendorong bawahan untuk melakukan
perubahan dengan cara meningkatkan kinerja, dengan cara baru yang digital
(Westerman et al., 2014, p. 100).
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Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik berfokus pada koordinasi mewujudkan
transformasi digital. Pemerintah harus mengkoordinasikan pengelolaan yang
efektif dan efisien dalam mempengaruhi bawahan sehingga dapat
mengoptimalkan apa yang dibutuhkan oleh organsiasinya. Inovasi yang

dilakukan harus mempunyai standarisasi dalam pelaksanaan pekerjaanya.

Digital leadership membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab.
Pemerintah mulai mengadopsi transformasi digital yang dilakukan oleh
beberapa perusahaan. Pemerintah mulai dapat menjembatani trasformasi
digital dalam mendorong perubahan di dalam organisasi. Jika organisasi
mulai mengadopsi transformasi digital, sistem tradisional mulai memudar.
Dalam membangun transformasi digital, pemerintah membutuhkan
kapabilitas jangka panjang dengan kejelasan sumber keuangan. Transformasi
digital dapat membuat organisasi harus menerima perubahan yang terjadi.

Sistem dibangun untuk kemajuan bawahan dalam organisasi.

Aturan sistem transformasi digital dijadikan sebagai payung hukum terhadap
kepatuhan pelaksana dalam menjalakannya. Digital leadership dapat berhasil
diterapkan apabila pemimpin dapat mempengaruhi bawahan dan
melibatkannya dalam mobilisasi perubahan. Proses transformasi digital
merupakan perubahan yang terjadi secara internal maupun eksternal dan tetap
memperhatikan fenomena yang terjadi. Komunikasi antara bawahan dan
pimpinan menjadi hal yang sangat diperhatikan sebab dari komunikasi dapat

memastikan keberhasil mobilisasi.

Teknologi digital mengubah cara bekerja yang tradisional dengan cara baru
yang mengedepankan kolaborasi maupun komunikasi. Teknologi digital
membangun informasi yang didapatkan menjadi lebih transparan. Kebijakan
digital yang terstruktur dengan baik adalah dasar untuk perubahan. Para
pemimpin harus bekerja sama untuk membuat perubahan pada kebijakan

organisasi (Westerman et al., 2014, p. 108).
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Budaya

Menyesuaikan praktik kerja dan budaya yang berkembang merupakan
perubahan yang sangat Kkecil. Teknologi digital dapat mendorong
transparansi, standardisasi, dan efisiensi. Inovasi yang didukung oleh
teknologi digital merupakan ciri kepemimpinan yang berkomitmen. Budaya
organisasi yang kaku dapat menjadi penghambat dalam melakukan

perubahan.

Nilai yang sudah tertanam sulit untuk dihilangkan, dalam hal ini pemimpin
harus lebih proaktif dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan
berbagai praktik yang terbaik guna mengubah perilaku yang sudah
terkontaminasi oleh budaya lama dalam organisasinya.

Mendorong bawahan untuk melakukan perubahan merupakan tantangan yang
sangat sulit karena budaya yang sudah tertanam akan sulit untuk dihilangkan.
Organisasi yang melibatkan budaya organisasi yang tradisional kebanyakan
terlihat di sektor pemerintahan. Sistem pelayanan yang sangat prosedural
mengakibatkan sulitnya untuk melakukan transformasi digital. Sistem yang
kaku dengan gaya pemimpin otokratis menjadi ancaman dalam penerapan

perubahan tersebut.

Menciptakan budaya lingkungan dalam organisasi pemerintahan merupakan
tantangan terbesar, bagaimana mengubah pola pikir bawahan untuk bertindak
secara aktif dalam melakukan perubahan. Bawahan yang sudah terbiasa
dengan sistem birokrat yang tinggi akan sulit menerapkan perubahan
sehingga ketika di terapkan perubahan secara tiba-tiba akan mengalami
stagnasi dalam perubahan di pertengahan jalan. Oleh sebab itu, dibutuhkan
kepemimpinan yang aktif dalam menerapkan sebuah perubahan secara
mendalam dari manual menuju transformasi digital (Westerman et al., 2014,
p. 116).
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Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan harus dibuat secara terpusat agar bawahan dapat
dengan jelas untuk mengikutinya. Wewenang yang dimiliki pemimpin tingkat
atas sebagai kunci utama melakukan perubahan tersebut. Tantangan terbesar
digital leadership adalah membangun kesadaran untuk melakukan perubahan
secara cepat. Pemimpin berperan penting dalam mengendalikan trasnformasi
digital terhadap organisasnya. Digital menjadi penting karena pemimpin
dapat mengambil keputusan lebih bijak sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan
untuk memastikan secara kolektif agar mereka dapat memahami potensi dari
teknologi digital. Dalam pengambilan keputusan yang bijak pemimpin harus
kreatif dan efisien untuk melakukan perubahan. Pemimpin akan
memprioritaskan pilihan untuk melakukan perubahan yang akan sulit untuk

ditiru oleh orang lain.

Transformasi digital berfungsi dan terlibat secara aktif di dalam melakukan
perubahan, pemimpin yang memiliki wewenang akan sangat berperan aktif.
Transformasi Digital sangat berbeda dengan organisasi tradisional.
Transformasi digital biasanya membutuhkan kemampuan yang kolektif dan
upaya bawahan untuk disiplin dalam berinovasi. Digital Transformasi
membutuhkan partisipasi yang aktif untuk semua orang dalam melakukan
perubahan (Westerman et al., 2014, p. 120).

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai digitalisasi leadership yang telah
diutarakan di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Model Digital
leadership menurut George Wasterman, Didier Bonnel, dan Andrew McAfEE
yang mempunyai 4 (empat) indikator, diantaranya sebagai berikut:
1) Komunikasi; 2) Pemerintahan; 3) Budaya; dan 4) Pengambilan Keputusan.
Peneliti memilih model tersebut karena dalam pelaksanaan Musrenbang di
Kota Bandar Lampung mulai diterapkannya digital leadership, dimana dalam
pelaksanaan Musrenbang melibatkan berbagai stakeholders yang berasal dari
berbagai Instansi yang berbeda di dalamnya, serta aktor-aktor yang terlibat

harus dapat memahami sistem berbasis digital secara cepat dan tepat. Aplikasi
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yang digunakan tersebut bertujuan untuk menunjang keberlangsungan
pelaksanaan Musrenbang melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD). Usulan yang diterima dihimpun dan diolah sebagaimana mestinya di
dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tersebut.
Berjalannya roda pemerintahan yang ada maka tidak akan terlepas dari visi
yang harus dibangun sejak awal, bagaimana pemerintah dapat menyelaraskan
penggunaan aplikasi tersebut dengan keadaan yang ada dilapangan.
Pentingnya peran pemimpin dalam mengelola dan mengkordinasikan
transformasi digital yang dijalankan pada Musrenbang di Kota Banda
Lampung dengan mengintegrasikan teknologi digital kepada pihak-pihak
yang terlibat membuat peneliti memilih menggunakan Model Digital

Leadership tersebut.

Tinjauan tentang Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) mendasarkan diri pada Theory of
Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan Ajzen dan Fisbein (1980). Theory
of Reasoned Action (TRA) menjelaskan adanya reaksi dan persepsi pengguna
Teknologi Informasi (TI) yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikapnya
dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Tujuan utama Technology
Acceptance Model (TAM) adalah memberikan penjelasan tentang penentuan
penerimaan komputer secara umum, memberikan penjelasan tentang perilaku
atau sikap pengguna dalam suatu populasi. Technology Acceptance Model
(TAM) menyatakan bahwa behavioral intention to use (minat perilaku)
ditentukan oleh dua keyakinan yaitu: pertama, perceived usefulness (persepsi
kegunaan) yang didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang yakin bahwa
menggunakan sistem akan meningkatkan kinerjanya. Kedua, perceived ease
of use (persepsi kemudahan penggunaan) yang didefinisikan sebagai sejauh
mana seseorang yakin bahwa penggunaan sistem adalah mudah (Davis dalam
Sayekti & Putarta, 2016, p. 197).
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Technology Acceptance Model (TAM) juga menyatakan bahwa dampak
variabel eksternal seperti (karakteristik sistem, proses pengembangan dan
pelatihan) terhadap intension to use adalah dimediasi oleh perceived of
usefulness dan perceived ease of use. Konsep Technology Acceptance Model
(TAM) juga menyatakan bahwa perceived usefulness dipengaruhi oleh
perceived ease of used. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan
sebuah konsep yang dianggap paling baik dalam menjelaskan perilaku user
terhadap sistem teknologi informasi baru. Technology Acceptance Model
(TAM) merupakan model yang dianggap paling tepat dalam menjelaskan
bagaimana user menerima sebuah sistem (Venkatesh dan Davis Sayekti &
Putarta, 2016, p. 197).

Tinjauan tentang Musrenbang

Tinjauan tentang Perencanaan

Pengertian tentang Perencanaan

Planning is function of a manager which involves the selection from
alternative of objectives, policies, procedures and programs (perencanaan
adalah fungsi manajer berhubungan dengan memilih tujuan, kebijakan,
prosedur, program dan alternatif (Harold Koontz dan Cyril O’Donnel dalam
Hasibuan Malayu, 2019, p. 92). Planning is the determination of the course
of action to achieve a desired result (perencanaan menentukan serangkaian
tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan) (Louis A. Allen dalam
Hasibuan Malayu, 2019, p. 92). Setiap rencana mengandung dua unsur yaitu

tujuan dan pedoman (Hasibuan Malayu, 2019, p. 93).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti berpendapat bahwa yang
terpenting dalam perencanaan adalah pemimpin dapat menggambarkan apa
yang ingin dicapai, sehingga dapat diartikan sebagai rencana. Perencanaan
merupakan tugas utama pemimpin dalam organisasi publik. Pelaksanaan
pekerjaan yang akan dilakukan dapat bergantung pada baik atau buruknya
rencana yang telah disusun sebelumnya. Oleh karena itu, era transformasi

digital saat ini diperlukan sebuah perencanaan yang matang hasil dari
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integrasi pemikiran antara pemimpin dan bawahan. Perencanaan pada era
digital dapat dilakukan dengan lebih efektif dengan tersedianya berbagai
fasilitas teknologi informasi yang ada, untuk itu pemimpin organisasi publik
harus dapat memanfaatkan teknologi dan informasi sehingga dapat

tersusunnya sebuah perencanaan berbasis data.

Tujuan Perencanaan

Perencanaan bertujuan menentukan kebijakan, prosedur dan program serta
memberikan pedoman cara pelaksanaan efektif dalam mencapai tujuan
(Hasibuan Malayu, 2019, p. 95). Tujuan adalah sasaran manajerial meliputi
hal yang diinginkan melukiskan skop yang jelas serta memberikan arah pada
usaha manajer (G.R. Terry dalam Hasibuan Malayu, 2019, p. 96). Tujuan
adalah pusat perhatian sampai sejauh mana bidang dapat direalisasikan pada

waktu tertentu (Wilson dalam Hasibuan Malayu, 2019, p. 96).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut peneliti tujuan merupakan
salah satu bagian dari rencana karena tujuan merupakan hal yang dapat
dicapai pada masa depan. Tujuan yang ingin dicapai harus dirumuskan sejelas
mungkin sehingga dapat dengan mudah dipahami dan ditafsirkan oleh orang
lain serta tidak menimbulkan multitafsir dalam memahami tujuan tersebut.
Oleh karena itu, dalam masa transformasi digital saat ini perlunya sebuah
perencanaan yang matang karena perencanaan berfungsi sebagai penentu arah
kebijakan dan sebagai pedoman dalam mencapai suatu tujuan. Tentunya
dengan berbagai sarana teknologi dan informasi yang tersedia ini, pemimpin
dapat memanfaatkan berbagai data dan informasi yang tersedia, yang dapat
digunakan dalam menyusun sebuah rencana pembangunan daerah seefektif

mungkin.
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Tinjauan tentang Musrenbang

Musrenbang merupakan satu bagian penting di dalam proses Perencanaan
Pembangunan. Tinjauan di dalam Musrenbang menjadi lebih bermakna,
karena Musrenbang menjadi salah satu media utama Konsultasi Publik bagi
segenap pemangku kepentingan dalam rangka menyamakan persepsi terkait
prioritas pembangunan dan sasaran pembangunan daerah. Stakeholder
(pemangku kepentingan) melakukan klarifikasi usulan program dan kegiatan
yang sudah disampaikan masyarakat pada berbagai tahapan Musrenbang,
mulai dari Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat
Kecamatan, Forum RKPD, dan Musrenbang Tingkat Daerah, serta
memberikan  kesepakatan terhadap prioritas pembangunan  dan
program/kegiatan pada setiap tahap Musrenbang. Pendekatan yang
digunakan untuk menyepakati program/kegiatan yang menjadi prioritas
tersebut adalah musyawarah melalui sistem pendekatan Bottom Up, sesuai

dengan wewenang dari penyelenggaraan daerah.

Pada masa Pandemi COVID-19 pelaksanaan Musrenbang itu sendiri memiliki
berbagai hambatan, mulai dari adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM), penerapan Protokol Kesehatan yang ketat, dan
hambatan-hambatan lainnya. Pemimpin Organisasi Publik untuk menghadapi
hambatan tersebut dengan melakukan transformasi digital dengan
mengintegrasikan teknologi kedalam proses Musrenbang, antara lain
melaksanakan Musrenbang secara Daring/Online hingga penyederhanaan

dan pemanfaatan teknologi dalam proses penganggaran di Daerah.

Pengertian tentang Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum
pertemuan antar pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak
langsung yang mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan

pembangunan daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagai perwujudan dari



2)

1)

2)

3)

3)

1)

50

pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi
rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan
Musrenbang Kota Bandar Lampung memperhatikan hasil pembahasan dari
Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun

berjalan dan masukan dari peserta yang sedang mengikuti acara musrenbang.

Tujuan tentang Musrenbang

Terdapat beberapa tujuan dari musrenbang yaitu :

Mendapatkan masukan penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah,
pagu indikatif pendanaan berdasarkan urusan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) termasuk informasi mengenai kegiatan pendanaannya berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lainnya;

Mendapatkan rincian rancangan awal Renja Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), khususnya berhubungan dengan perencanaan pembangunan (Forum
Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) berhubungan dengan pembangunan Forum Organisasi

Perangkat Daerah atau Forum Gabungan Organisasi Perangkat Daerah.

Dasar Hukum Musrenbang

Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Pelaksanaan
Musrenbang Kota Bandar Lampung berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang dijabarkan sebagai berikut:

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55), Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk
Kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang Undang;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar
Lampung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-
2026;

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandar Lampung;

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Bandar Lampung;

Surat Edaran Nomor 800/53/1V.01/2022 tentang Kebijakan Pembangunan
Daerah Tahun 2023 dan Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
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Keputusan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 464/1V.01/HK/2022
tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Keputusan Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung Nomor
800/946/1V.01/2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan di Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022;

Tinjauan Tentang Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tinjauan tentang Pendekatan Politik

Pengertian Pendekatan Politik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Pendekatan Politik merupakan pemilihan jabatan
politik pemerintah seperti Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan
rencana karena masyarakat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan visi
misi pembangunan ditawarkan masing calon Presiden/Kepala Daerah. Sistem
demokrasi dengan batas kuat seringkali bertentangan indikasi sehingga
keinginan pemilih hampir diabaikan (Nuzzaci et al.,, 2022, p. 159).
Ketimpangan pendapatan berkelanjutan mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi masa depan (Prabowo, 2021, p. 178).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, menurut peneliti pola pendekatan
politik di Indonesia tentu berbeda dengan negara lain. Selain terkait dengan
pemilihan umum dan bagaimana pejabat mempengaruhi masyarakat banyak.
Pendekatan Politik juga memiliki posisi tersendiri di dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah. Politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
pembuatan berbagai kebijakan publik serta penentuan arah kebijakan baik itu

dalam skala nasional maupun daerah.
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Fungsi-Fungsi Politik

Administrasi negara menekankan fungsi politik yaitu: 1) mempertahankan
kekuasaan; 2) mengatur hubungan individu, kelompok dan antar negara
(Kadir, 2020, pp. 2-3). Fungsi politik dilaksanakan suprastruktur politik bagi
fungsi pemerintahan (Surbakti dalam Hadijijoyo, 2012, p. 57). Hal mendasar
kegiatan politik adalah lembaga sesuai fungsi (Hadijijoyo, 2012, p. 61).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, menurut peneliti Politik selain
memiliki fungsi terkait Pemerintah dalam mempertahankan kekuasaannya,
politik juga memiliki fungsi terkait pengelolaan hubungan antar individu,
kelompok, maupun negara. Politik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
berfungsi untuk mengatur dan mengakomodasi berbagai kepentingan antar
Stakeholder yang terlibat di dalam proses pembangunan di daerah. Oleh
karena itu, siapapun pemimpin yang menduduki jabatan tertentu meskipun
memiliki kemampuan politik dan dapat dipengaruhi politik, pemimpin
tersebut harus tetap berperilaku sesuai dengan peranan dan fungsi yang

dimiliki oleh lembaga yang menaunginya.

Tinjauan tentang Pendekatan Teknokratik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Pendekatan Teknokratik adalah perencanaan pembangunan yang
dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dan
lembaga atau satuan kerja. Pendekatan teknokratik pihak Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) melakukan kajian di daerahnya dalam proses
perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratik melibatkan serta
mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan tekonologi. Pengamat
berasal dari: 1) pejabat/birokrat pemerintah (Badan Perencanaan
Pembangnan Nasional (Bappenas); 2) pejabat non-pemerintah/ Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM)/ Non Governmental Organization (NGO);
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3) Perguruan Tinggi melalui Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/ Perguruan
Tinggi Swasta (PTS). Mesin anti-politik sebagai teknokrat pembangunan
bahwa kebijakan dirumuskan berbasis ilmu pengetahuan dan menghilangkan
aspek politik (Ferguson dalam Atmosuwito, 2021, p. 3). Lembaga parlemen
merupakan organisasi legislatif menyetujui Rancangan Undang Undang
menjadi Undang Undang (Adiputri, 2021, p. 128).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, menurut peneliti dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah berhasilnya pelaksanaan kebijakan dan
pembangunan semuanya di dasari dengan implementasi yang sesuai dengan
rencana yang telah di susun. Implementasi Kebijakan yang efektif tentunya
berakar pada perencanaan yang matang dengan di dasarkan pada pendekatan
ilmiah dan berbasis data di lapangan, untuk itu perlunya pemimpin dapat
mengakomodasi data dan ilmu pengetahuan kedalam Perencanaan

Pembangunan Daerah untuk meningkatkan hasil pembangunan itu sendiri.

Tinjauan tentang Pendekatan Partisipatif

Pengertian Pendekatan Partisipatif

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Pendekatan Partisipatif merupakan pendekatan
perencanaan pembangunan melibatkan seluruh lapisan masyarakat
merupakan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat serta menciptakan rasa

memiliki atas pembangunan daerahnya dengan melibatkan stakeholders.

Metodologi di adopsi untuk partisipasi dengan kelompok responden tidak
hanya menjadi objek analisis tetapi berperan sebagai kritikus (Golemo, 2022,
p. 18). Demokrasi menyiratkan individu mengambil peran aktif mengatasi

masalah masyarakat sipil (Nuzzaci et al., 2022, p. 163). Pelaksanaan
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partisipasi masyarakat dalam administrasi publik memerlukan kekuatan

politik, administrasi dan keuangan pemerintah (Mulyani et al., 2020, p. 323).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, menurut peneliti adanya partisipasi
merupakan salah satu aspek dari Demokrasi. Asumsi yang mendasar tentang
seseorang yang memahami apa yang baik bagi dirinya adalah dirinya sendiri,
karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah
mempengaruhi kehidupan warga negara. Oleh karena itu, partisipasi warga
negara sebagai salah satu stakeholder sangat dibutuhkan dalam perencanaan
pembangunan daerah, khususnya pada era Transformasi Digital saat ini.
Masyarakat sebagai konsumen dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
harus sebanyak mungkin berpartisipasi menyampaikan aspirasinya yang
memiliki berbagai kebutuhan yang terus berkembang seiring dengan
berkembangnya teknologi, hal ini merupakan tugas pemerintah untuk
mengakomodasi berbagai keinginan dan kebutuhan dari masyarakatnya
dengan mudah, salah satu jalannya adalah dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi saat ini.

Jenis Partisipatif

Terdapat beberapa jenis partisipasi: 1) kegiatan politik secara langsung dan
tidak langsung menyuarakan aspirasinya; 2) warga negara tidak pastif dalam
kehidupan politik (Haryanti & Pujilestari, 2019, p. 206). Analisis terhadap
partisipasi melalui: 1) pemimpin; 2) aktivitas warga negara (Ramlan Surbakti
dalam Hadijijoyo, 2012, p. 62). Jenis partisipasi lainnya: 1) partisipasi politik
termobilisasi; 2) partisipasi politik otonom (Hadijijoyo, 2012, p. 67).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, menurut peneliti kemajuan
demokrasi dilihat dari seberapa besar partisipasi politik masyarakat. Oleh
karena itu, dalam Perencanaan Pembangunan Daerah perlu adanya partisipasi
politik yang tinggi dari masyarakat, tidak hanya partisipasi politik dari para

pemimpin. Masyarakat harus lebih banyak berpartisipasi dengan berbagai
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kegiatan politik dan lebih aktif menyuarakan aspirasinya. Proses penentuan
arah, strategi kebijakan dan hasil manfaat pembangunan secara berkeadilan

dilihat dari Partipasi politik masyarakat selaku pemangku kepentingan.

Tinjauan tentang Pendekatan Top Down dan Bottom Up

Pengertian Top Down dan Bottom Up

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Pendekatan top down merupakan kebijakan diambil
dari pemerintah pusat untuk pemerintah berada di bawahnya daerah tingkat
Il Kabupaten/ Kota. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan bottom
up Vyaitu pendekatan perencanaan pembangunan pengambilan usulan
kebijakan dari pemerintah tingkat Il Kabupaten/ Kota. Walaupun pendekatan
berbeda dalam proses pengambilan kebijakan, usulan tidak terlepas pada cita
luhur bangsa Indonesia yang termuat pada Undang Undang Dasar 1945.

Pendekatan top down secara bahasa dari atas ke bawah. Pendekatan dengan
inisiatif dari lembaga atas ditindaklanjuti ke bawah. Pendekatan top down
memiliki sifat yaitu sebagai berikut: 1) substansi dari pusat ke daerah mikro;
2) sumber utamanya adalah visi, misi Presiden/Kepala Daerah; 3) bersifat
target oriented; 4) bersifat strategis dan tujuan jangka panjang (Senjaya, 2020,
p. 11). Pendekatan bottom up merupakan kebalikan dari pendekatan top down
secara bahasa dari bawah ke atas. Pendekatan inisiatif dari lembaga bawah
ditindaklanjuti ke atas. Pendekatan bottom up memiliki sifat yaitu sebagai
berikut: 1) substansi dari daerah mikro ke pusat; 2) substansi bersifat mikro;
3) sumber utamanya adalah swasta, Non Governmental Organization (NGO),
suara masyarakat bersifat oriented (tren perkembangan); 4) bersifat responsif

dan tujuan jangka pendek (Senjaya, 2020, p. 12).
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti berpendapat bahwa dari
kedua pendekatan di atas baik itu Top Down atau Bottom Up memiliki fungsi
dan kemanfaatannya masing-masing. Perencanaan dengan pendekatan Top
Down diperlukan untuk program pembangunan yang bersifat prioritas dan
menyangkut kepentingan orang banyak, dengan pendekatan ini pemerintah
dapat mengarahkan dan merencanakan dengan lebih terukur menggunakan
sudut pandang ke bawah dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang
tepat sasaran. Perencanaan dengan pendekatan Bottom Up diperlukan untuk
mengatasi permasalahan yang sedang tren di masyarakat dan perlu
penanganan yang cepat. Pendekatan ini merespon kepentingan-kepentingan
yang bersifat urgent dan untuk tujuan pembangunan jangkat pendek, namun
dengan demikian perencanaan pembangunan daerah yang baik seharusnya
dapat menggunakan kedua pendekatan tersebut tergantung dengan seberapa
urgent masalah yang ingin diselesaikan dan tidak hanya atas dorongan politis
dari sebagaian stakeholder, untuk itu perlunya sistem perencanaan
pembangunan daerah yang lebih fleskibel guna mengakomodir berbagai isu
dan masalah yang ada di daerah.

Penelitian Terdahulu

Peneliti harus belajar dari peneliti lain untuk menghindari duplikasi dan
pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh
peneliti sebelumnya. Peneliti terlebih dahulu dalam tinjauan pustaka
memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis
dari teori maupun konseptual. Berikut ini penelitian terdahulu yang menjadi
acuan dan bahan referensi menunjang penulis melakukan penelitian terkait

dengan digital leadership.



Tabel 5. Penelitian Terdahulu

58

Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian
Pertama Kedua Ketiga Keempat
[ 1l i v

Nama Satriadi, Surya | Vivid Dekanawati, | Karina Rizky, Putri | Nopriadi Saputra, Riant
Kusumah, Ningrum Ramadhani, Rauzatul | Nugroho
Tubel Agusven | Astriawati, Prasetya | Husnia, Nopriadi Saputra

Sigit Santosa dan
Ireneus Bertho

Judul Implementation | Pelatihan  Digital | Work Engagement pada | Pengaruh Digital
of E- | Leadership 4.0 Bagi | Karyawan di DKI Jakarta: | Leadership dan Digital
Leadership In | Pengurus OSIS | Pengaruh Collaboration | Collaboration terhadap
Government: SMKN 2 DEPOK Skills, Digital Leadership, | Digital Skill Semasa
Literature dan Perceived | COVID-19
Review Organizational Support

(Work  Engagement  on
Employees in DKI Jakarta:
The Effect of Collaboration
Skills, Digital Leadership,
and Perceived
Organizational

Support)

Tujuan | Untuk Untuk  membuka | Penelitian ini untuk menguji | Untuk menguji  secara
mengetahui wawasan  konsep | pengaruh keterampilan | empiris pengaruh
gaya mengenai  digital | kolaborasi terhadap | kepemimpinan dari para
kepemimpinan | leadership 4.0 bagi | keterikatan kerja, | atasan dan kolaborasi
yang pengurus OSIS | kepemimpinan digital | dengan  rekan  kerja
digunakan SMKN 2 di | terhadap keterikatan kerja, | selama proses bekerja
dalam DEPOK, Sleman. persepsi dukungan organisasi | dari rumah berlangsung.
teknologi  baik terhadap keterikatan Kerja,
instansi dan keterampilan kolaborasi,
pemerintah kepemimpinan digital, dan
pusat maupun persepsi dukungan organisasi
pemerintah pada pegawai di DKI Jakarta.
daerah.

Fokus Perkembangan | Pelatihan kegiatan | Penelitian ini hanya menilai | Secara teoritis,

Penelitian | teknologi ini berupa | variabel keterikatan kerja, pengembangan keahlian
digital pemberian pre-test | keterampilan kolaborasi, digital tersebut dapat
mendorong terkait konsep | kepemimpinan digital, dan didorong dari dua arah
terjadinya digital  leadership | dukungan organisasi yang yaitu;  dari  vertikal
perubahan 4.0 bagi pengurus | dirasakan, dan hanya maupun horizontal.
struktur ~ dan | OSIS tahun 2019, | karyawan yang bekerja di Pengembangan vertikal
sistem pemberian  materi | DKI Jakarta, serta literasi melalui  kepemimpinan
ekonomi, untuk | tentang pengenalan | terbatas pada keterampilan para atasan, sedangkan
itu gaya | digital leadership | kolaborasi dan digital. horizontal melalui
kepemimpinan | 4.0 sebagai upaya kolaborasi sesama rekan
yang tepat | meningkatkan kerja. Dalam konteks
digunakan kompetensi bekerja dari rumah, di
dalam kepemimpinan yang mana atasan tidak bisa
teknologi efektif  di  era setiap hari melakukan
digital adalah | milineal, interaksi  dengan tim

kepemimpinan
dengan

selanjutnya
dilakukan post-test

kerja, pengaruh dari arah
vertikal ternyata tidak
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Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian
Pertama Kedua Ketiga Keempat
| 1 i v
menerapkan terkait konsep cukup signifikan.
gaya e- | digital leadership Pengembangan keahlian
leadership, 4.0 bagi pengurus digital ternyata lebih
dengan OSIS tahun 2019. dipengaruhi oleh
menerapkan kolaborasi pegawai
gaya dengan rekan kerja
kepemimpinan mereka, baik yang berasal
e-leadership dari dalam unit kerja, luar
pada lembaga unit kerja, bahkan dengan
yang pihak eksternal
dipimpinnya perusahaan.
dapat
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat
lebih optimal.
Hasil Kepemimpinan | Secara keseluruhan | Hasil penelitian ini | Kepemimpinan yang
Penelitian | yang efektif pengetahuan konsep | menunjukkan bahwa | dilakukan oleh atasan
dapat digital leadership | Collaboration Skill | selama pengaturan
memberikan 4.0 mengalami | berpengaruh signifikan | bekerja dari rumah, lebih
kontribusi bagi | kenaikan  sebesar | terhadap Work Engagement, | optimal diarahkan untuk
pengembangan | 57%, dengan rata- | Digital Leadership | mendorong dan
e-government rata dari hasil pre- | berpengaruh signifikan | mendukung  kolaborasi
instansi test sebesar 28% | terhadap Work Engagement, | secara digital. Dukungan
pemerintah dan diperoleh hasil | Digital Leadership | atasan terhadap
pusat dan rata-rata  post-test | berpengaruh signifikan | kolaborasi  digital ini
pemerintah sebesar 85%. | terhadap Collaboration Skill, | dapat diperkuat dengan
daerah. Aspek | Kenaikan Persepsi Dukungan | memperhatikan:
kepemimpinan | persentase Organisasi berpengaruh | karakteristik dari tim
ini terkait pengetahuan signifikan terhadap Work | kerja, jenis pekerjaan,
dengan terbesar  diperoleh | Engagement, persepsi | kualitas kolaborasi, dan
prioritas dan pada pertanyaan | dukungan organisasi | ketersediaan  teknologi
inisiatif pengetahuan terkait | berpengaruh signifikan | digital di rumah para
pimpinan digital leadership | terhadap keterampilan | pegawai. Melalui sikap
instansi 4.0 sebesar 70%, | kolaborasi, dan persepsi | mental dan kepiawaian
pemerintah kenaikan tertinggi | dukungan organisasi | memimpin para atasan
dalam selanjutnya adalah | berpengaruh signifikan | tersebut, diharapkan
mengatasi dan | kesiapan peserta | terhadap kepemimpinan | kolaborasi yang terjalin
memanfaatkan | pelatihan menjadi | digital bagi pegawai di DKI | dapat mengembangkan
kemajuan seorang leader di | Jakarta (Rizky etal., 2021, p. | keahlian digital dari para
teknologi jaman digital yaitu | 67). pegawai yang
informasi mengalami menjalankan pengaturan
(Satriadi; et al., | kenaikan  sebesar kerja secara alternatif
2021, p. | 64% (Dekanawati et (Saputra & Nugroho,
13164). al., 2018, p. 147). 2021, p. 981).

(Sumber: Diolah oleh peneliti, Tahun 2022)

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu ini peneliti memutuskan untuk

mengambil penelitian dengan tema, Digital Leadership di masa pandemi

COVID-19 di mana penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan Digital
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Leadership pada Musrenbang Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui
faktor yang mendukung dan faktor yang melemahkan digital leadership pada
musrenbang Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, berdasarkan Tabel 6 di atas
perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang
peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif sedangkan pada penelitian
terdahulu jenis penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian kuantitatif.
Perbedaan selanjutnya adalah pada penelitian ini peneliti spesifik meneliti
pelaksanaan Digital Leadership pada organisasi publik dan untuk mengetahui
faktor yang mendukung dan faktor yang melemahkan digital leadership,
sedangkan pada penelitian terdahulu tidak fokus meneliti pelaksanaan digital
leadership secara keseluruhan. Perbedaan yang terakhir terdapat pada
kebaruan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di mana penelitian yang
berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan pembangunan pada masa pandemi
COVID-19.

Kerangka Pikir

Sesuai dengan pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, menyatakan bahwa Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyiapkan rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selanjutnya setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis
(Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bahan masukan untuk
finalisasi/penetapan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten/Kota. Penyusunan dokumen rencana tahunan tersebut, sebelum
ditetapkan, dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah,
konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Tahun 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi point utama pelaksanaan musrenbang.
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Selanjutnya dijabarkan dalam Surat Edaran Walikota Bandar Lampung
Nomor 900/53/1V.01/2022 tentang Kebijakan pembangunan daerah Tahun
2023 dan Pedoman penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

COVID-19 yang sedang mewabah mengakibatkan pembatasan sosial berskala
besar sehingga meluasnya Flexible Work Arragement atau Work From Home
(WFH). Virtual theme work yang muncul membutuhkan digitalisasi pada
organisasi pemerintah dan berdampak pada pelaksanaan Musrenbang di Kota
Bandar Lampung yang dilaksanakan secara daring/online sebagai bentuk

upaya dukungan terhadap pemerintah menghindari penyebaran COVID-19.

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan transformasi digital melalui tahapan
Musrenbang pada aplikasi SIPD, Pemerintah Kota Bandar Lampung
menerbitkan  Keputusan ~ Walikota  Bandar  Lampung  Nomor:
800/464/1V.01/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan
Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2022. Perubahan sistem musrenbang dialihkan
sepenuhnya dalam bentuk digital berupa penggunaan aplikasi zoom dalam
diskusi dan penggunaan SIPD Kota Bandar Lampung dalam hal perapihan
data usulan pembangunan daerah dari masyarakat dan Kepala Bappeda Kota
Bandar Lampung sebagai pemimpin untuk pencapaian tujuan harus siap

menggunakan tools digital untuk keberhasilan program.

Mengikuti era transformasi digital saat ini, pelaksanaan pemerintahan
tentunya harus ikut menyesuaikan dengan digitalisasi, pemimpin dan
kemampuan kepemimpinan tidak terkecuali. Kemampuan kepemimpinan
transformasional yang mengikuti perkembangan era digital saat ini adalah
Digital Leadership, dimana Digital leadership merupakan proses berubahnya
cara kerja pemimpin tradisional menjadi pemimpin yang lebih

mengedepankan kolaborasi maupun berkomunikasi antar bawahan maupun
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semua pihak. Pemimpin yang dapat menerapakan digital leadership dapat

menghasilkan informasi lebih dan efisien dalam pengambilan keputusan.

Digital leadership dalam penerapan pada sektor publik memiliki model yang
digunakan untuk mengetahui apakah pada tahapan pengadopsian digital dapat
berjalan dengan baik atau sebaliknya. Untuk mengetahui pelaksanaan Digital
Leadership pada Musrenbang Kota Bandar Lampung peneliti menggunakan
model dijabarkan oleh leadership menurut George Wasterman, Didier
Bonnel, dan Andrew McAfee yang mempunyai 4 (empat) indikator:
1) Komunikasi; 2) Pemerintahan; 3) Budaya; dan 4) Pengambilan Keputusan.
Tahapan berikutnya peneliti juga meneliti tentang faktor yang
menguntungkan dan faktor yang melemahkan dalam penerapan digital
leadership pada musrenbang Kota Bandar Lampung.

Pentingnya peran pemimpin dalam mengelola dan mengkordinasikan
transformasi digital yang dijalankan pada Musrenbang di Kota Banda
Lampung dengan mengintegrasikan teknologi digital kepada pihak-pihak
yang terlibat membuat peneliti memilih menggunakan Model Digital
Leadership tersebut. Adapun peneliti juga ingin mengetahui apa saja faktor
yang mendukung dan melemahkan penerepan Digital Leadership pada
Musrenbang Kota Bandar Lampung di masa COVID-19.

Kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin untuk menggerakan orang
lain untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembangunan yang efisien dan
efektif akan memperkuat keberhasilan pelaksanaan pembangunan serta
peningkatan pelayanan publik. Terobosan dilakukan untuk memudahkan
pegawai menghimpun usulan pada Musrenbang, yang akan diwujudkan
dalam pembangunan yang sesuai dengan visi misi Kota Bandar Lampung,

adapun gambaran kerangka pikir peneliti adalah sebagai berikut:
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Gambar 8. Kerangka Pikir

Keputusan Walikota
Bandar Lampung Nomor:
464/1V.01/HK/2022
tentang Pembentukan Tim
Pembinaan dan
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perencanaan
Undang-Undang Pembangunan Satuan Kerja

Nomor 25 Tahun 2004 Perangkat Daerah Tahun
* 2022

Sistem Informasi Pemerintah Daerah
A (SIPD)

Surat Edaran Nomor 800/53/1V.01/2022
tentang Kebijakan Pembangunan
Daerah Tahun 2023 dan Pedoman

Penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun 2023

Pembangunan Daerah
sesuai visi misi Kota
Bandar Lampung

===

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2022)



BAB IlI
METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif
dengan tipe studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian
berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti kondisi
obyek alamiah, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2022,
pp. 8-9). Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2017, him. 4).
Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial
yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik
dalam kawasannya maupun dalam perisitilahannya (Kirk dan Miller dalam
Moleong, 2017, p. 4).

Jenis penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang memfasilitasi
peneliti untuk menyelidiki fenomena menggunakan sumber daya yang
beragam (Baxter dan Jack dalam Nurahma & Hendriani, 2021, p. 122). Studi
kasus adalah metode ilmiah yang bertujuan menyelidiki kegiatan atau proses
kompleks yang tidak mudah dipisahkan dari konteks sosial di mana hal itu
terjadi (Prihatsanti dkk dalam Nurahma & Hendriani, 2021, p. 122). Studi
kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang menguji kompleksitas dari

berbagai kehidupan nyata dengan basis epistemologis yang berbeda-beda
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tergantung apa yang menjadi sandaran peneliti (Starman dalam Nurahma &
Hendriani, 2021, p. 122). Studi kasus adalah penelitian yang mendetail
tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Peneliti
menggali fenomena (kasus) tertentu dalam waktu dan kegiatan (program,
proses, kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci
menggunakan berbagai prosedur (Lincoln dan Guba dalam Murdiyanto,
2020, p. 33).

Studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena
tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, proses maupun
kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan
mendalam dengan menggunakan berbabagi proses pengumpulan data selama
periode tertentu (Yin, 2018, p. 34). Studi kasus lebih tepat digunakan untuk
penelitian yang berkenaan dengan: 1) kapan dan bagaimana memulai tulisan;
2) identifikasi kasus: nyata atau tersamar; 3) tinjauan ulang naskah studi
kasus: prosedur validasi (Yin, 2018, p. 47). Substansi yang diteliti dari suatu
kasus harus dipandang dan diposisikan sebagai unit analisis, substansi yang
diteliti dari suatu kasus harus dilihat dan dikaji secara keseluruhan untuk
mencapai maksud dan tujuan penelitian (Yin, 2018, p. 50). Penelitian studi
kasus dibatasi dan hanya difokuskan pada hal-hal yang berada dalam batas
tersebut (Yin, 2018, p. 52).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyimpulkan penelitian kualitatif
dengan tipe studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti mencoba
menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan
(program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan
informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai
prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Peneliti menggali
penerapan digital leadership di Masa Pandemi COVID-19 (Studi pada
Musrenbang Kota Bandar Lampung) serta faktor yang mendukung dan faktor
yang melemahkan penerapan digital leadership di Masa Pandemi COVID-19
(Studi pada Musrenbang Kota Bandar Lampung).
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Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan cara terbaik ditempuh dengan
mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan mencari
kesesuaian dengan melihat kenyataan dilapangan (Moleong, 2017, p. 140).
Sementara itu, lokasi penelitian dilakukan di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung, alasan lokasi
penelitian dipilih karena Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Bandar Lampung sebagai koordinator dalam pelaksanaan
musrenbang di Kota Bandar Lampung serta memudahkan peneliti untuk

memperoleh data di lapangan.

Fokus Penelitian

Masalah penelitian bertumpu pada fokus. Fokus penelitian merupakan batas
masalah didalam penelitian kualitatif dimana fokus berisikan tentang pokok
masalah bersifat umum. Fokus merupakan domain tunggal atau beberapa
domain tekait dari situasi sosial. Penentuan fokus didasarkan pada tingkat
kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan. Kebaruan informasi
berupaya memahami lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial
(Sugiyono, 2022, p. 54). Fokus dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah
peneliti melakukan grand tour observation dan grand tour question atau
penjelajahan umum. Peneliti dapat memperoleh gambaran umum secara

menyeluruh dan memahami lebih mendalam.

Fokus penelitian pertama yang peneliti ingin teliti yaitu penerapan digital
leadership di masa pandemi COVID-19 (studi pada musrenbang Kota Bandar
Lampung). Rentang waktu, masa pandemi COVID-19 yang peneliti fokuskan
yaitu sejak awal masa pandemi COVID-19 pada awal Tahun 2020 sampai
dengan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PKKM) pada akhir Tahun 2022. Berikut penjelasan mengenai maksud dan

fokus penelitian yaitu :
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Penerapan Digital Leadership di masa pandemi COVID-19

(studi pada musrenbang Kota Bandar Lampung)

Digital leadership dalam tatanan sektor publik memiliki model yang menarik

untuk mengetahui apakah tahapan pengadopsian digital berjalan dengan baik

atau sebaliknya, dengan indikator sebagai berikut :

1.

Komunikasi

Transformasi digital yang berhasil diterapkan bisa dimulai dari
pimpinan dan hanya pimpinan paling senior yang dapat menciptakan
visi di masa depan dan mengkomunikasikannya secara menyeluruh
terhadap organisasinya sehingga bawahan dapat merealisasikan visi
tersebut (Westerman et al., 2014, p. 100).

Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik berfokus pada koordinasi
mewujudkan transformasi  digital. Pemerintah  harus dapat
mengkoordinasikan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam
mempengaruhi bawahan sehingga dapat mengoptimalkan apa yang
dibutuhkan oleh organsiasinya. Pemerintah mulai dapat menjembatani
transformasi digital untuk mendorong perubahan di dalam organisasi
(Westerman et al., 2014, p. 108).

Budaya

Mendorong bawahan untuk melakukan perubahan merupakan
tantangan yang sangat sulit karena budaya yang sudah tertanam akan
sulit untuk dihilangkan. Menciptakan budaya lingkungan dalam
organisasi pemerintahan merupakan tantangan terbesar, bagaimana
mengubah pola pikir bawahan untuk bertindak secara aktif dalam
melakukan perubahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kepemimpinan yang
aktif dalam menerapkan sebuah perubahan secara mendalam dari
manual menuju transformasi digital (Westerman et al., 2014, p. 116).
Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan harus dibuat secara terpusat agar bawahan
dapat dengan jelas untuk mengikutinya. Wewenang yang dimiliki

pemimpin tingkat atas sebagai kunci utama melakukan perubahan



68

tersebut. Pemimpin berperan penting dalam mengendalikan
trasnformasi digital terhadap organisasinya. Dalam pengambilan
keputusan yang bijak pemimpin harus kreatif dan efisien untuk

melakukan perubahan (Westerman et al., 2014, p. 120).

Faktor yang mendukung dan faktor yang melemahkan digital leadership

Indikator kedua yang digunakan adalah untuk mengetahui faktor yang

mendukung dan faktor yang melemahkan digital leadership di masa pandemi

COVID-19 (studi pada musrenbang kota Bandar Lampung).

Penentuan Informan

Informan dalam penelitian adalah subyek penelitian yang dapat memberikan

informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yatu :

1)

2)

3)

Informan Kunci

Informan yang memiliki informasi secara menyeluruh permasalahan yang
diangkat peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui tentang kondisi
masyarakat secara garis besar tetapi juga memahami informasi tentang
informan utama (Martha dan Kresno dalam Heryana, 2018, pp. 4-5).
Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail
tentang masalah penelitian yang dipelajari (Heryana, 2018, p. 6).
Informan Pendukung

Informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi
tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian
kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang
tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci (Patton dalam
Haryanti & Pujilestari, 2019, p. 7).
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Tabel 6. Informan Penelitian

NO NAMA JABATAN TUGAS SAAT BERLANGSUNGNYA
MUSRENBANG (Pelaksanaan dalam
Penginputan Aplikasi SIPD)
1 | Yusman Sekretaris Bappeda Kota Bandar | Penanggung Jawab sekaligus Pengawas dalam
Kunang S.Sos. | Lampung Pelaksanaan  Musrenbang Kota Bandar
Lampung
2 | Diding Sagita, | Staf bidang Perencanaan | Koordinator Operator di Badan Perencanaan
S.S0s., M.M. Pembangunan  Manusia dan | Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar
Masyarakat Lampung
3 | Nico Yanuar | Staf bidang Sekretariat Wakil Koordinator Operator di Badan
Pratama, S.Sos. Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kota Bandar Lampung
4 | Safran Rasyid, | Staf bidang Perekonomian dan | Operator | (anggota) SIPD di Badan
S.T.M.M. SDA di Badan Perencanaan | Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Pembangunan Daerah (Bappeda) | Kota Bandar Lampung
Kota Bandar Lampung
5 | Yohendra Irsan | Staf bidang Perekonomian dan | Operator Il (anggota) SIPD di Perencanaan
SDA di Badan Perencanaan | Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar
Pembangunan Daerah (Bappeda) | Lampung
Kota Bandar Lampung
6 | Rita Suryani, | Camat Teluk Betung Utara Pengawas pelaksanaan penginputan SIPD
S.So0s, MM. tingkat Kecamatan Teluk Betung Utara
7 | Haspiyah Sekretaris Lurah Pengajaran Pengawas pelaksanaan penginputan SIPD
tingkat Kelurahan Pengajaran
8 | Nandey LPM Kelurahan Pengajaran TPPK (Tim Perencana dan Pembangunan
Kelurahan) Pengajaran
9 | M. Nuh RT. 019 Kelurahan Pengajaran Masyarakat Kelurahan Pengajaran
10 | Suwarni Masyarakat RT.018 Kelurahan | Masyarakat Kelurahan Pengajaran

Pengajaran

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2022)

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti

adalah snowball sampling. Teknik snowball sampling adalah teknik

pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit,

lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data

yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan,

maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data,

dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola

salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2022, pp.

95-97).
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Peneliti memilih teknik sampling ini, karena peneliti sangat membutuhkan
informasi yang spesifik serta lebih banyak, dengan harapan semakin banyak
informan yang dimiliki maka informasi yang ingin peneliti gali akan semakin
banyak juga. Adapun perlunya informasi yang banyak ini karena peneliti
berusaha penuh untuk mengaitkan antara posisi fokus penelitian dengan

posisi leader.

Sumber Data

Pengertian data sendiri merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta yang
ada dapat berbentuk kata, angka maupun lainnya. Jenis-jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan
narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi.
Sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data (Moleong,
2017, him. 157- 158). Data primer yang didapatkan oleh peneliti bersumber
dari lapangan, data tersebut diperoleh baik dari metode wawancara kepada
dan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan. Wawancara dilakukan
kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dengan
panduan wawancara yang sebelumnya telah dibuat peneliti. Panduan
wawancara tersebut dibuat dengan tujuan menganalisa penerapan digital
leadership di masa pandemi COVID-19 (Studi pada Musrenbang Kota
Bandar Lampung) dan untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung
dan faktor yang melemahkan Digital Leadership di masa pandemi COVID-
19 (Studi pada Musrenbang Kota Bandar Lampung).

Data sekunder

Data sekunder yaitu data tertulis digunakan sebagai informasi pendukung
dalam analisis data primer. Data sekunder adalah data yang di dapat dari
catatan, buku, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data
sekunder yang diperoleh tidak perlu diolah kembali, karena sumber data ini

tidak langsung memberikan data pada pengumpul data (Moleong, 2017, him.
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159-160). Adapun data yang didapatkan peneliti berupa dokumen tertulis
yang terkait dengan penerapan Digital Leadership di Masa Pandemi COVID-
19 (Studi pada Musrenbang Kota Bandar Lampung).

Tabel 7. Dokumen-Dokumen Pendukung Penelitian

No Dokumen
[ 1

1) | Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang Undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah
tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang Undang;

2) | Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3) | Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4) | Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah;

5) | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6) | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

7) | Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;

8) | Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

9) | Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;

10) | Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Bandar Lampung;

11) | Standar Operasional Prosedur Nomor: 36/SOP/IV/01/2022 tentang Monitoring, Evaluasi dokumen
Bappeda Kota Bandar Lampung

12) | Standar Operasional Prosedur Nomor: 40/SOP/IV/01/2022 tentang Asistensi Dokumen Bappeda
Kota Bandar Lampung

13) | Standar Operasional Prosedur Nomor: 41/SOP/IV/01/2022 tentang Koordinasi Dokumen Bappeda
Kota Bandar Lampung

14) | Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor 800/53/1V.01/2022 tentang Kebijakan
Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2023;

15) | Keputusan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 464/1V.01/HK/2022 tentang Pembentukan
Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2022;

16) | Keputusan Kepala Bappeda Kota Bandar Lampung Nomor 800/946/1V.01/2022 tentang
Pembentukan Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan di
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022;

17) | Data-data dokumentasi terkait musrenbang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandar Lampung Tahun 2022,

18) | Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;

19) | Jumlah ASN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, Tahun 2022)
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Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting maupun sumber.
Jika dilihat dari teknik pengumpulan maka dapat dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini:
Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap
gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan oleh
peneliti adalah observasi terus terang atau tersamar, peneliti dalam melakukan
pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia
sedang melakukan penelitian, mereka mengetahui yang diteliti mengetahui
sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti (Sugiyono, 2022, p. 108).
Peneliti melakukan observasi terhadap penerapan Digital Leadership di Masa
Pandemi COVID-19, di dalam praktek pelaksanaan Musrenbang secara
langsung. Peneliti mengamati secara langsung dan melihat pengaplikasian
Digital Leadership serta perilaku dari stakeholders yang terlibat di dalam
kegiatan Musrenbang di Kota Banda Lampung.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan
berhadapan secara langsung, tetapi dapat juga diberikan pertanyaan terlebih
dahulu untuk dijawab dikesempatan lain. Wawancara yang dilakukan peneliti
adalah wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen
penelitian berupa pertanyaan tertulis, setiap responden diberi pertanyaan yang
sama dan pengumpul data mencatatnya (Sugiyono, 2022, p. 115). Teknik
pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan secara langsung oleh
peneliti dengan cara mendatangi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung. Peneliti mengajukan pertanyaan
terkait penerapan Digital Leadership di Masa Pandemi COVID-19 (Studi
pada Musrenbang Kota Bandar Lampung). Wawancara dilakukan secara
terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara, dimana setiap

responden diberi pertanyaan yang sama dengan responden lainnya
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berdasarkan panduan wawancara yang sudah dibuat dengan menggunakan
bahasa yang tidak formal. Dokumen berbentuk tulisan gambar/karya
monumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan

wawancara dalam penelitian ini

Teknik Dokumentasi

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data
karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk
menguji maupun menafsirkan. Dokumen resmi bisa berupa memo,
pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang
digunakan dalam kalangan sendiri, termasuk di dalamnya laporan rapat,
keputusan pemimpin kantor, dan semacamnya. Dokumen demikian dapat
menyajikan informasi tentang keadaan aturan, disiplin, dan dapat
memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan (Moleong, 2017, pp. 217-
219). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen
terkait penerapan Digital Leadership di Masa Pandemi COVID-19 pada
Musrenbang Kota Bandar Lampung. Adapun Dokumen dengan bentuk
tulisan, seperti Penelitian berupa dokumen berbentuk arsip yang dimiliki
Badan Perencaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung
yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar
Lampung Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026; Peraturan Walikota Bandar Lampung
Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung,
dan Surat Edaran Nomor 800/53/IV.01/2022 tentang Kebijakan
Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Pedoman Penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
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Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang
terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial
yang diteliti (Sugiyono, 2022, p. 208). Teknik pengumpulan data Studi
Kepustakaan yang diambil oleh peneliti bersumber dari jurnal, buku referensi
maupun review yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang. Penelitian
di masa lalu dapat menjadi bahan perbandingan atau dapat memberikan
gagasan terhadap penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, khususnya
penemuan sebelumnya dapat memberikan arahan kepada peneliti dalam

melakukan penelitian ini

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara akurat dan objektif menjadi tujuan utama dalam
penelitian, analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif dengan
cara analisis konteks dan telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil
wawancara kepada informan. Peneliti mengacu pada beberapa tahapan teknik

analisis data yaitu :

Reduksi Data

Reduksi data merupakan data diperoleh dari lapangan dalam jumlah banyak
untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Data yang
telah direduksi akan memberikan gambaran jelas dan dapat mempermudah

peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2022, p. 134).

Penyajian Data

Penyajian data berguna memudahkan peneliti melihat gambaran secara
keseluruhan dari penelitian. Batasan diberikan dalam penyajian data adalah
sekumpulan informan tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan (Sugiyono, 2022, p. 137).
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Peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori dan dilakukan dengan teks naratif, foto dan gambar

sejenisnya.

Penarikan Kesimpulan

Analisis data kualitatif selanjutnya yang dilakukan ialah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan
data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2022, p. 142), Penarikan
kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak
awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data
peneliti menganalisis dan mencari pola, hubungan persamaan, hal-hal yang

sering timbul dituangkan dalam kesimpulan.

Teknik Keabsahana Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep
kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau
kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.
Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data.
Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh.
Penentuan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi
beberapa persayaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan kriteria. Berikut
kriteria dalam menentukan keabsahan data yang akan dipakai dalam

penelitian ini, yaitu : derajat kepercayaan (credibility).
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Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan
dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Ada empat macam triangulasi
yaitu: 1) triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
Data yang diperoleh tidak bisa diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif
tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama dan yang
berbeda. Data yang telah dianalisasi oleh peneliti menghasilkan kesimpulan
selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check); 2) triangluasi teknik,
untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada
sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dapat
berupa wawancara kemudian di cek dengan observasi maupun dokumentasi.
Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan
data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada
sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap
benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandanganya berbeda-
beda; 3) triangulasi waktu, sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nasasumber
masih segar dan belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih
valid sehingga kredibel. Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan
cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain
dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2022, p. 191). Peneliti di dalam
penelitian ini menggunakan metode Tringaluasi Teknik, karena dengan
Triangulasi Teknik peneliti dapat melakukan pengujian dan mengecek
kembali data yang peneliti dapatkan saat dilapangan, dengan teknik
wawancara, yang kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi yang

disesuaikan dengan fokus penelitian.

Ketekunan/Keajegan Pengamatan
Keajegan pengamatan berarti mencapai secara konsisten interpretasi dengan
berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif.

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam
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situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan
kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 2017,
pp. 329-330). Peneliti selanjutnya menggunakan teknik ketekunan/keajegan
pengalaman dalam penelitian, hal ini berarti peneliti mengadakan penelitian
dengan lebih teliti dan rinci serta berhubungan terhadap faktor-faktor yang
paling dominan sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lebih
mendalam, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara efisien

maupun efektif terhadap capaian yang diharapkan.

Pemeriksaan Sejawat

Diskusi Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil
akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.
Tujuanya untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan
kejujuran dan diskusi sejawat memberikan kesempatan awal yang baik untuk
mulai menjajaki dan menguji pemikiran peneliti. Pemeriksaan teman sejawat
dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan sebaya memiliki pengetahuan
umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti sehingga bersama mereka
peneliti dapat me-riview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang
dilakukan (Moleong, 2017, him. 332- 334). Teknik yang terakhir digunakan
oleh peneliti yaitu pemeriksaan teman sejawat. Peneliti menggunakan teknik
ini dengan tujuan melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan rekan
sebaya, memiliki pengetahuan umum yang sama tentang fokus yang sedang
diteliti, sehingga peneliti dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis
yang sedang dilakukan dengan bantuan dari rekan-rekan peneliti. Hal ini
dilakukan guna mengecek kembali apakah masih ada kekeliruan dalam
penelitian yang dilakukan oleh peneliti ataupun ada masukan secara

mendalam terhadap penelitian.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti terhadap penerapan Digital Leadership di Masa
Pandemi COVID-19 pada Musrenbang Kota Bandar Lampung, kehadiran
teknologi informasi khususnya di sektor publik memberikan dampak yang
signifikan terutama pada kemudahan akses informasi, kecepatan pelayanan
dan memberikan dukungan kepada pemimpin dalam proses pengambilan
keputusan dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia. Peran
Pemimpin dalam mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi di sektor
publik menjadi suatu keharusan. Digital Leadership menjadi bagian penting
dalam implementasi transformasi digital di sektor publik khususnya pada
Pelaksanaan Musrenbang Kota Bandar Lampung di Masa Pandemi COVID-
19. Keberhasilan Penerapan Digital Leadership tersebut dilandaskan Model
Digital Leadership olen George Wasterman, Didier Bonnel, dan Andrew
McAfee, bahwa di dalam Model Digital Leadership tersebut untuk mengukur
penerapan Digital Leadership dapat dilihat dari beberapa indikator, antara
lain: a) Komunikasi; b) Pemerintahan; c¢) Budaya; dan d) Pengambilan

Keputusan.

Upaya Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung
telah cukup maksimal. Pemerintah Kota Bandar Lampung tetap melakukan
Komunikasi dan Koordinasi yang intens dengan pihak tingkat Kecamatan
hingga Kelurahan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti fasilitas

Video Conference yang tersedia saat ini. Penggunaan teknologi digital
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didapati mempermudah kegiatan koordinasi antar instansi terkait Aplikasi
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga menghemat waktu dan

biaya yang dapat ditimbulkan dari kegiatan kordinasi tersebut.

Pemerintah Kota Bandar Lampung berkomitmen menjalankan pembinaan
kepada para Stakeholder yang terlibat dalam Musrenbang Kota Bandar
Lampung. Penggunaan Teknologi Digital dalam Musrenbang menjadi hal
utama yang dikedepankan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, mulai dari
penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Transformasi Digital terkait
Musrenbang berupa Struktur Tim hingga pengadaan perangkat elektronik
bagi Tim Pembina dengan tujuan melancarkan adaptasi terhadap penggunaan

teknologi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sebagai upaya untuk merubah pola pikir para Stakeholder yang terlibat dalam
Musrenbang Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung
melakukan dorongan untuk menggunakan teknologi digital kepada instansi
terkait. Adanya aturan yang kuat menjadi pemicu yang memaksa Stakeholder
untuk memanfaatkan Teknologi Digital dalam budaya kerjanya. Hal ini
diharpakan dapat merubah Budaya Birokrasi yang lambat dan kaku menjadi

cepat dan fleksibel.

Selanjutnya, Inisiatif Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam “memaksa”
para Stakeholder yang terkait untuk menggunakan Aplikasi Sistem Informasi
Pemetintah Daerah (SIPD) dalam pelaksanaan Musrenbang merupakan
keputusan yang tepat. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) ini dapat mempermudah pemerintah Kota Bandar Lampung
dalam mengumpulkan dan mengelola data usulan pembangunan dari
masyarakat dengan akurat. Sehingga, dalam pengambilan Kkebijakan
pembangunan nantinya, pemerintah Kota Bandar Lampung dapat
menentukan prioritas pembangunan dengan tepat. Maka dari itu penggunaan

teknologi digital dalam proses Pengambilan Keputusan oleh pemimpin akan



1)

160

menjadi lebih efektif dan efisisen dengan adanya data prioritas pembangunan

yang akurat sebagai wujud Data-Driven Policy Making .

Peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan Digital
Leadership pada Musrenbang Kota Bandar Lampung, Pertama, faktor yang
mendukung penerapan Digital Leadership, mulai dari a) Keterlibatan
pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Bappeda Kota Bandar Lampung
sebagai koordinator utama pelaksanaan musrenbang; b) Keterlibatan
stakeholders dengan terbentuknya TPPK dan TKPK; c) Partisipasi
masyarakat Kelurahan Pengajaran dengan cara mengikuti secara langsung
musrenbang Kelurahan, dan d) terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menggunakan
teknologi digital di masa pandemi COVID-19.

Kedua, faktor yang melemahkan penerapan Digital Leadership, antara lain
a) Penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan
kompeten untuk menerapkan digitalisasi belum merata; b) Terbatasnya
Anggaran dalam penerapan digital leadership karena anggaran pada tahun
2020-2022 hanya di fokuskan untuk penanganaan COVID-19; ¢) Sarana dan
Prasarana guna mendukung penerapan digital leadership yang belum

mencukupi.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dengan hasil penelitian
yang telah dilakukan sebagai berikut:

Proses Komunikasi dan Koordinasi antara Pemerintah Kota Bandar Lampung
dengan Stakeholder terkait telah menggunakan teknologi digital berupa
aplikasi Video Conference dan melalui aplikasi Whatsapp. Namun
komunikasi yang berjala terkesan hanya dilakukan jika Stakeholder terkait
mengajukan permohonan atau menumi kendala saja. Pemerintah Kota Bandar

Lampung melalui Bappeda Kota Bandar Lampung sebaiknya membuat
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sebuah Pojok Layanan Konsultasi Instansi terkait penggunaan Aplikasi SIPD
yang dapat diakses secara reguler oleh Stakeholder terkait.

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menerapkan transformasi
digital pada Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya pada level bawah
masih belum merata. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar Lampung harus
dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Kegiatan-
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan secara rutih setiap 6
bulan atau 1 tahun sekali untuk meningkatkan Kemampuan Digital Sumber
Daya Manusia (SDM) para Stakeholder terkait.

Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana yang tersedia di Instansi Pemerintah
Kota Bandar Lampung secara umum masih belum dapat mendukung
berjalannya transformasi digital, dimana Fasilitas TIK yang ada terbatas
jumlahnya atau bahkan sudah usang karena tidak adanya pengadaan Fasilitas
TIK yang baru, bahkan pada tingkat kecamatan dan kelurahan untuk ruang
kerja yang layak pun masih terbatas. Untuk itu Pemerintah Kota Bandar
Lampung harus segera melakukan pengadaan Sarana dan Prasarana
pendukung Transformasi Digital dengan menyediakan Komputer atau Laptop
dengan spesifikasi yang mumpuni, jaringan internet yang baik, dan juga ruang
kerja yang layak melalui APBD Kota Bandar Lampung.

Kondisi Anggaran yang dapat digunakan guna mendukung penerapan
transformasi digital masih sangat terbatas, dimana mayoritas anggaran
dialokasikan untuk peningkatan Fasilitas Kesehatan dan penanganan
Pandemi COVID-19 sehingga anggaran untuk mendukung digitalisasi
Musrenbang Kota Bandar Lampung menjadi sangat sedikit. Pemerintah Kota
Bandar Lampung melalui Bappeda Kota Bandar Lampung harus
menyediakan alokasi anggaran pada tahun mendatang untuk menunjang
pelaksanaan Digitalisasi Musrenbang yang dapat digunakan untuk
operasional Tim SIPD, Pendidikan dan Pelatihan SDM yang ada, pengadaan
Sarana Prasarana pendukung, hingga anggaran untuk Pengadaan SDM yang
berkompetensi sesuai dengan bidang Teknologi dan Informasi.

Sulitnya akses Aplikasi SIPD dan juga keterbatasan perangkat yang dapat

mengakses aplikasi SIPD merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh
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Stakeholder pengguna Aplikasi SIPD. Oleh karena itu, Pemerintah melalui
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menyediakan Aplikasi
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dapat diakses tidak
hanya melalui Platform Desktop atau Komputer tetapi dapat diakses melalui
Handphone melalui Aplikasi Mobile yang diakomodir melalui Playstore dan
sejenisnya serta Penguatan Kemampuan Server Aplikasi SIPD dalam

menampung akses oleh pengguna Aplikasi yang sangat banyak.
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